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DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN

KEPALA BADAN KBPBGAWAIAN NEGARA,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ot4 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4
tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54941;

Mengingat



2.

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244l' sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-,

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5L2Ll;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 20OO tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a3321;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a671;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OL7l,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor L2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a193);

3.

4.

5.

6.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263},
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L6a\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 509a);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun z}t 1 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor L2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

L4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,.

sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2OI4 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 241;



Menetapkan
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15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun
2OI4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 2731;

16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OL3 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2OL4 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor a09);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Polisi

Pamong Praja dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2OI4.



Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan
Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Bersama
diundangkan.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd
EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA N

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

rtd

TJAHJO KUMOLO

EPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL5 NOMOR 265.

198903 1 001.gF,



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIADAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI'NOMOR 34 TAHUN 2015
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG KETtrNTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKAKREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

I' Bahwa dengan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repubrik Indonesia Nomor 4 Tahun 20 14 terah
ditetapkan Jabatan Fungsional polisi pamong praja dan Angka Kreditnya.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan
Peraturan Menteri tersebut, perru menetapkan peraturan Bersama antara
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Ketentuan Pelaksanaan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 -tahun 2or4
tentang Jabatan Fungsional polisi pamong praja dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN
Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
dalam melaksanakan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1' Jabatan Fungsional polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat
Jabatan Fungsional Po1 pp, adarah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang iingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan
kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat por pp, adalah anggora
Satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil (pNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang_undangan
dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Jabatan Fungsional Pol pp pemula adalah Jabatan Fungsional pol pp
Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
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4. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional pol pp
Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagqnaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.

5. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional pol pp
Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentefi
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

6. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional pol
PP Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

7. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.

B. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol
PP Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2OL4 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.

9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OL4 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

1 1. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2074 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

12. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP,

adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
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14. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat perda, adalah peraturan
daerah provinsi dan/ atau peraturan daerah kabupaten/kota.

15. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau
peraturan bupati/ walikota.

16. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan
teratur.

l7.Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim penilai,
adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan
menilai prestasi kerja pol pp.

18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pol pp
dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh pol pp
baik perorangan atau kelompok di bidang tugas pol pp.

20. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi pol Pp yang bertugas
mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika pol
PP,

21. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh
pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan
perundang-undangan.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGASPOKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP yakni Penegakan Perda, dan
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

B. JENJANGJABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari'

a. Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan

b. Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling
rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;

b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;

c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan

d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.
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3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rend.ah
sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli pertama;

b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Pol pP Ahli Madya.

4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan
sebagaimana dimaksud pada angkd 2, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula

Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang ll I a.

b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:

1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruangrr/b;
2) Pangkat Pengatur, golongan ruangll/c; dan

3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang lI I d.

c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan
2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb.

d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang III I c; dan

2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruangIIIld.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian

sebagaimana dimaksud pada angko 3, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruanglllla; dan

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang III I c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la;
2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing
jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 4
dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk
masing-masing jenj ang jabatan.
Contoh:

Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP, NIP. 1968I22Q 199301 1 001, pangkat
Pembina, golongan ruang IY I a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pol PP Keahlian.
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Berdasarkan hasil penilaian dari:
a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) Sebesar 15O Angka Kredit.
b. Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka

Kredit.
c. Pelaksanaan tugas pol pp sebesar 2b0 Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 4O2.
Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Eko
Wulandaru, SE, MAP sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang
dimiliki yakni Pol pp Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang
lV la.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat
tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.
Contoh:

Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si NIp. 19230617 199803 1 OO1, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang penegakan perda
Provinsi Kalimantan Barat akan diangkat dalam Jabatan Fungsional pol
PP.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim penilai Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos,
M.Si memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan
perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah sebesar 2O0 Angka Kredit.
b. Pendidikan dan pelatihan di bidang Pol pp 20 Angka Kredit
c. Pelaksanaan tugas Pol PP 1O0 Angka Kredit.
d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
e. Penunjang tugas Pol PP 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si
sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang
jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan
ruang yang dimiliki yaitu Pol PP Ahli Muda, pangkat pembina, golongan
ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI POL PP YANG MELAKSANAKAN TUGAS
TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP untuk melaksanakan
tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pol PP lain yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas.
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B' Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada
huruf A, ditetapkan sebagai berikut:
1' Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang

jabatannY&, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar roooh
(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana
tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun ZOI4.
Contoh:

Sdr' Harsono, S.Sos NIP. 19750425 200006 1 0ol seorang pol pp Ahli
Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruanglll/d pada Biro Hukum
dan Penegakan Perda ditugaskan untuk melaksanakan tindakan 5rustisi,karena pada unit tersebut tidak terdapat Pol pp Ahli pertama, Angka
Kredit yang diberikan kepada Sdr. Harsono, S.Sos sebesar 10O% dari
kegiatan tersebut yaitu loooh x 0,53 atau sama dengan o,53.

2 ' Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang
jabatannY&, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar go%
(delapan puluh persen) dari Angka Iftedit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OL4.
Contoh:
Sdri. Nurbaiti, S.Sos NIP. I975O22O 200003 2 001 seorang pol pp Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum
dan Penegakan Perda ditugaskan untuk menjadi saksi pada proses
persidangan. Pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Madya. Angka
kredit yang diberikan kepada Sdri. Nurbaiti, S.Sos sebesar gOVo dari
kegiatan tersebut yaitu 80% x 0,09 atau sama dengan o,orz.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA
KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

PEJABAT YANG BBRWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP ditetapkan oleh
pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol pp
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon
PNS.

2. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional pol pp
Keterampilan harus memenuhi syarat:
a. berljazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi
pembina;

A.

B.
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pangkat paling rendah pengatur Muda, golongan ruang rr / a;
tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan l55
sentimeter untuk perempuan;
sehat jasmani dan rohani;
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Dasar pol
Keterampilan; dan

PP Jenjang

f' nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

3 ' Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional pol pp Keahlian
harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV di bidang Ilmu

Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukuffi, Ekonomi dan bidang ilmu lain
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi
pembina;

b. pangkat paling rendah penata Muda, golongan ruan gll/a;
c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155

sentimeter untuk perempuan;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang

Keahlian; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

4. Pelaksanaan tugas Pol PP selama masa Calon PNS dapat dinilai
sepanjang bukti fisik lengkap.

Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat
sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus
Pendidikan dan Pelatihan Dasar pol pp.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP I99BO2O9 2OL6O 1 2 OOT pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang IIla terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 diangkat
menjadi Calon PNS untuk formasi Jabatan Fungsional Pol PP
Keterampilan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2OI7, yang
bersangkutan diangkat menjadi PNS, paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diangkat menjadi PNS, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai
dengan 31 Januari 2O2O yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan
lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama I
(satu) tahun setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Pol PP harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 2OL601 2 OO7, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang lI I a setelah mengikuti dan lulus Pendidikan Dan
Pelatihan Dasar Pol PP pada bulan Juli 2OIB. Maka paling lama sampai

b.

c.

d.
e.

5.

6.
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dengan tanggal 30 Juni 2or9, yang bersangkutan sudah harus diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan jenjang pemula.

7 ' I{eputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional pol pp
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1' PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional pol pp

dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
a' memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau

angka 3;
b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional pol pp;
c' memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling ku rang 2 (dua)

tahun; dan
d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
Pengalaman di bidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka
t huruf c, dapat secara kumulatif.
Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angk a 2 paling lama S tahun
sejak tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas pol pp.
Contoh:
sdr. Yahda Mulia, sH, MA NIp. 1966o90s rgg1o3 1 0o 1, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala
Bidang Penegakan Perda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 Maret
2008. Yang bersangkutan dipindahkan dalam jabatan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 April 2OlO. pada
tanggal 3 Maret 2O15 yang bersangkutan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Keahlian.
Dalam hal ini yang bersangkutan dapat diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Keahlian karena telah memiliki pengalaman selama 2
(dua) tahun 1 (satu) bulan di bidang tugas Pol PP dan telah 4 (empat)
tahun 1 1 (sebelas) bulan tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas
Pol PP.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf d, merupakan batas
usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pol PP.

Contoh:
Sdri. Kartika, SIP NIP. 19650408 199003 2 OO 1 , pangkat Pembina,
golongan ruang lY la, menduduki jabatan Kepala Bidang Peraturan
Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Jawa Barat terhitung mulai
tanggal 5 Maret 2O13. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke
dalam Jabatan Fungsional Pol PP, maka pengajuan usulan sudah
diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang undangan paling
lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusan

2.

3.

4.
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pengangkatannya paling lambat bulan Maret 2ols mengingat yang
bersangkutan lahir pada Bulan April 1g6s

5' Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka
1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan
ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

6' Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka S ditetapkan
dari unsur utama dan unsur penunjang.

7 ' Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi did.asarkan pada
kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur
penunjang.

Contoh:

sdr. Kosner, s.sos, MM,NIP. 19710705 1gg5o3 1 0o1, pangkat pembina,
golongan ruang IV la, jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda provinsi
Sumatera Utara, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional pol pp.
Selama menduduki jabatan Ka Bidang Penegakan Perd.a provinsi
Sumatera Utara, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama

1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
2l Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP sebesar 20 Angka

Kredit.
3) Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 145 Angka Kredit.
4) Pengembangan profesi sebesar 2o Angka Kredit.

b. Unsur penunjang
1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Pol PP sebesar 2 Angka

Kredit.
2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka

Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

B. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL POL PP KETERAMPILAN KE
JABATAN FUNGSIONAL POL PP KEAHLIAN

1 . Pol PP Keterampilan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II / a sampai
dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang lI I d, yang memperoleh ljazah
Sarjana (Sl)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Pol PP Keahlian harus
ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda,
golongan ruan g III / a.
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2' Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angks l, dilampiri dengan:
a' penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah

memperhitungkan nilai ljazah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV) sesuai
kualifikasi yang ditentukan ;

b. fotocopi sah rjazah sarjana (sl)/Diploma IV (D.IV);
c. fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
d. fotocopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

3. Pol PP Keterampilan yang memperoleh tjazah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV)
dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Keahlian dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tersedia formasi untuk pol pp Keahlian;
b. rjazah yang dimitiki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu

Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu
lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan

Keahlian; dan
d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk

jabatan / pangkat yang didudukinya.
4. Pol PP Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian diberikan

Angka Kredit sebesar 650/o (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif
dari Pendidikan dan Pelatihan, Penegakan Perda, Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan pengembangan
profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, A.Md, NIP. 19860302 2OO7O3 1 OO 1, Jabatan Pol PP
Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang Il / d, yang
bersangkutan memperoleh ijazah S 1 Ilmu Hukum dan telah dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan
menggunakan Angka Kredit dari ijazah S 1.

Sdr. Abimanyu, A.Md akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian.
Selama menjadi Pol PP Terampil yang bersangkutan memiliki 20 Angka
Kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan fungsionallteknis di -- 4
bidang tugas Pol PP

b. Penegakan Perda

c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Ketentraman M asyarakat

d. Pengembangan profesi

e. Penunjang Tugas

instansi Pembina;
c. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP

:6
dan:8

1
I

1I
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Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abimanyu, A.Md dalam
Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian didasarkan pada Angka Kredit yang
diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah Angka Kredit sebesar 12,35 yang
diperoleh dari:
a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis di

bidang tugas Pol PP

b. Penegakan Perda
c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman masyarakat
d. Pengembangan Profesi

650/o x 4 = 2,6

65o/ox6 :3,9
65%x8 =5,2

650/oxI :0,65
5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bersama ini.

6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional pol pp Keahlian dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak l,ampiran 4
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A, PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pol PP yang
bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan Angka
Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan
bahan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

3. Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2
dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk:
a. Pol PP Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 1O;

atau
b. Pol PP Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum tercantum dalam Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak
Lampiran 13;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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4. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pol PP harus dilampiri dengan:
a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

fungsional'lteknis Jabatan Fungsional Pol PP, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan Penegakan Perda dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 15;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 17; dan/ataw

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pol PP dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 1B;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.

B, PENILAIAN DAN PBNETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pol PP dilakukan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pol PP selama masa kerja I Januan 2O15 sampai dengan
31 Desember 2O 15 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat Januari
2016.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pol PP

dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun yakni 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

3. Penetapan Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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4 ' Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Pol PP yang bersangkutan;
b' Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
c' Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam

Negeri;

d. sekretaris Tim penilai yang bersangkutan;
e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
f. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT. TIM
PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPtrSIMBN PEJABAT YANG BERWtrNANG MtrNtrTAPKAN ANGKA KREDIT

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan
kewenangannya dibantu oleh :

a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol pp,
yang selanjutnya disebut Tim penilai pusat;

b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Provinsi; dan

c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabup aten f Kota disebut Tim
Penilai Kabup aten I Kota.

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan
Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki
kompetensi di bidang Pol PP, untuk rim penilai pusat.

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan
Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai
Provinsi dan Tim Penilai KabupatenlKota.

1.

2.

2.

3.
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4. susunan keanggotaan Tim penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkrp anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangk*p anggota; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c berasal dari
unsur kepegawaian.

6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, paling kurang 2
(dua) orang dari Pol PP.

7. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d apabila lebih dari
4 (empat), harus bedumlah genap.

B. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada
angka 4 huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat
dari pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Pol PP.

9. syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatanlpangkat Pol PP yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP;

dan

c. aktif melakukan penilaian.

10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.

11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

12. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)
bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

13. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat
anggota pengganti.

14. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku
pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP.

C. TUGAS TIM PtrNILAI

1. Tugas Pokok Tim Pusat, yaitu:

a. membantu Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP

dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Ahli Madya pangkat
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Pembina Tingkat I golongan ruang lV lb dan pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV f c, di lingkungan Provinsi dan
KabupatenfKota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP yang berhubungan
dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

2. Tugas Pokok Tim Penilai provinsi, yaitu:

membantu Kepala Satpol PP Provinsi dalam menetapkan Angka
Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang
II I a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III ld dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang III I a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat
Pembina golongan ruang rY I a di lingkungan provinsi; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP
Provinsi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Tugas Pokok Tim Penilai KabupatenlKota, yaitu:

membantu Kepala Satpol PP KabupatenlKota dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang Il / a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III/d dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang III I a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat
Pembina golongan ruang lV la di lingkungan Kabupatenf Kota; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP

Kabupatenf Kota yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TBKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk
Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus
sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat
khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua
Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian
tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

a.

b.

a.

b.
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VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pol pp, dapat dipertimbangkan, apabila:
a' paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; dan
c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV f c, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda,

golongan ruang ll I a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruanglllb sampai dengan untuk
menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d; dan

b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III lb, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki:

a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang lI I a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruanglllb sampai dengan untuk
menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III I d; dan

b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III lb, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupatenf Kota

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

5. Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III I d untuk menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat
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6.

Pembina, golongan ruang IV la sampai dengan Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/ b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat Pol PP dalam jabatan yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Contoh:

Sdr. Fiddy, SH, NIP. 19800505 2OO7O4 1 001 Jabatan Pol PP Ahli
Pertama TMT I Maret 2015, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b TMT l April 2015. Berdasarkan hasil penilaian pada Bulan
Januari tahun 2OIB, Sdr. Fiddy memperoleh angka kredit sebesar 2OS
(dua ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat
menjadi Penata, golongan ruangllllc TMT 1 April 2OI8. Maka sebelum
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan
kenaikan jabatannya menjadi Pol PP Ahli Muda.
Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan danlatau pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan dan I atau pangkat berikutnya.
Contoh:

Sdr. Karim, NIP t97610 16 L997O4 1 O 10 Jabatan Pol PP Penyelia,
pangkat Penata, golongan ruang III / c Terhitung Mulai Tanggal 1 April
2015. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan
ruang IlIlc, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 2LO.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III lc yakni 200, dengan demikian Sdr.
Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkair
untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pol PP pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan danlatau pangkat dalam
masa jabatan dan latau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 2Oo (dua puluh
persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
pokok.
Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19880210 2Ot3O3 1 OO 1 Jabatan Pol PP Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a terhitung mulai
tanggal 1 April 2015.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2015 sampai dengan Desember
2018 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

7.

8.
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Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2018 sampai dengan 31
Desember 2078, Sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit
sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2OI9 telah memiliki Angka Kredit yang dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan
ruang lll I c yakni sebesar 2O5.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya
31 Maret 2O2O untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang
IIIIc, Sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit paling kurang
2oo/o x 5O : 1O Angka Kredit.

9. Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang
10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.

10. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruanglV lc,
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi.

Contoh:
Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19661115 199103 1 001, Jabatan Pol PP Ahli
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b Terhitung
Mulai Tanggal 1 April 2012. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruanglVlc Terhitung Mulai Tanggal 1

April 2016. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap tahun sejak
tanggal 1 April 2016 menduduki Pembina Utama Muda, golongan ruang
IY lc, wajib mengumpulkan Angka Kredit 20 (dua puluh) Angka Kredit
dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

B. KBNAIKAN JABATAN

1. Kenaikan Jabatan Pol PP dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalarn 2 (dua) tahun
terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

2. Kenaikan Jabatan Pol PP Keterampilan dan Pol PP Ahli Pertama menjadi

Pol PP Ahli Muda sampai dengan Pol PP Ahli Madya ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

3. Keputusan kenaikan jabatan Pol PP dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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C. ANGKA KRtrDIT PENGEMBANGAN PROFBSI

1. Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda
pangkat Penata, golongan ruang llllc, Angka Kredit yang disyaratkan
paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

2. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III / c yang akan naik
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan n-rang III/d, Angka Kredit
yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

3. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang
akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV la, Angka Kredit yang disyaratkan paling
kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

4. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV I a yang akan
naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, Angka
Kredit yang disyaratkan paling kurang B (delapan) berasal dari sub
unsur pengembangan profesi.

5. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang
IY f c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal
dari sub unsur pengembangan profesi.

6. Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka
Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan
pangkat dan I atau jabatan.
Contoh:

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda pangkat
Penata, golongan ruang III I c telah mengumpulkan Angka Kredit dengan
rincian sebagai berikut:
a. Penegakan Perda = 18

b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman = 20
Masyarakat

c. Pengembangan profesi
membuat 1 (satu) tulisan ilmiah populer di bidang : 2

Pol PP yang disebarluaskan melalui media massa
Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai

berikut:
a. Penegakan Perda
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat
c. Pengembangan profesi:

1) membuat 1 (satu) buku pedoman di bidang Pol PP

:44
:32
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2) membuat 1 (satu) abstrak tulisan di bidang pol pp
yang dimuat dalam penerbitan :

untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi pol pp Ahli
pangkat Pembina, golongan ruang lv la, telah mengumpulkan

2

Madya,
Angka

IX.

Kredit dengan rincian sebagai berikut:
a. Penegakan Perda
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum

:36
dan Ketentraman = 38

Masyarakat
c. Pengembangan profesi:

membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil pengkajian di = T
bidang Pol PP yang di tidak publikasikan dalam
bentuk buku

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV lb, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan
rincian sebagai berikut:
a. Penegakan Perda = 56
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman : 56

Masyarakat
c. Pengembangan profesi:

membuat 1 (satu) Karya llmiah hasil penelitian di bidang : 8
Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV1c, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan
rincian sebagai berikut.
a. Penegakan Perda = SS
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman : 55

Masyarakat
c. Pengembangan profesi:

1) membuat Karya Ilmiah hasil evaluasi di bidang Pol PP : 6
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

2) membuat 2 (dua) abstrak tulisan di bidang Pol PP yang = 4
dimuat dalam penerbitan

PEMBBBASAN SEMBNTARA, PENURUNAN
KBMBALI DAN PBMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

JABATAN, PENGANGKATAN

1 . Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II I a sampai
dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP
Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III / a sampai
dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV lb, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pol PP
yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
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Contoh:

Sdr. Drs. Edy Suharmanto, M.Si, pangkat Pembina I, golongan ruang
IY I a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2Ol I , jabatan Kepala Seksi
Penindakan Bidang Penegakan Perda, dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2OI4
dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Drs. trdy
Suharmanto, M.Si, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional
Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Maret 2Ol4 sampai dengan 28 Februari 2OI9
tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan
terhitung mulai 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Pol PP Ahli Muda.
Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang Il / a sampai
dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan rllang III/c dan Pol PP

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
lVlb, dibebaskan sementara dari jabatanny&, apabila dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama
sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:

Sdr. Tauhid, M.Si pangkat Penata, golongan ruang III /c terhitung mulai
tanggal 1 April 2015, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juli 2OI5 dengan
Angka Kredit sebesar 2lO, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Juli
2OI5 sampai dengan 30 Juni 2O2O tidak dapat memenuhi Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 3OO, maka
yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2O2O dibebaskan
sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Muda.

Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang ll I a sampai
dengan Pol PP Penyelia, pangkat Pen ata, golongan ruang III I c dan Pol PP

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV lb, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun
dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP

yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.
Contoh:

Sdr. Puspo, M.Si, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang lV I a, terhitung mulai tanggal I April 20 15. Yang

3.
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bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pembina
Tingkat I, golongan ruanglYlb terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018
dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak diberi kenaikan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IVlb yaitu I Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2OZS tidak
dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV I c dengan Angka Kredit 7OO, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 30 September 2023 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pol Pp Ahli Madya.
Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10
(sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.
Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruangly lc,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang ZO
(dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
Contoh :

Sdr. Nur Aini, S.Sos NIP. 19541 115 197903 2 001, jabatan Pol Pp Ahli
Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc terhitung
mulai tanggal 1 April 2015. Dalam hal demikian, Sdr. Nur Aini, S.Sos
sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc
terhitung mulai tanggal 1 April 2015, setiap tahun harus
mengumpulkan 2O (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok
dan pengembangan profesi. Apabila Sdr. Nur Aini, S.Sos tidak dapat
mengumpulkan Angka Kredit sebes ar 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas
pokok dan pengembangan profesi terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol
PP Ahli Madya.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1,

angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pol PP dibebaskan sementara
dari jabatannya, apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan
anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pembebasan sementara bagi Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka
1, angk? 2, angka 3, angkd 4, dan angka 5 didahului dengan peringatan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2L yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

6.

7.
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B. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pol PP yang dijatuhi hukuman disiptin tingkat berat berupa pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan
tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

2. Penilaian prestasi kerja Pol PP selama menjalani hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan
yang baru.

3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pol PP sebelum dijatuhi hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada angka I tetap dimiliki dan
dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.

4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungan untuk kenaikan
pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.
Contoh:
Sdr. Ardiansyah, SIP NIP. 19791016 2OO5O4 1 OlO Jabatan Pol PP Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka
Kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, SIP dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah menjadi Pol PP Ahli Pertama terhitung mulai
tanggal 20 Maret 2OI5. Dalam hal demikian:
a. Sdr. Ardiansyah, SIP pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

diturunkan dari Pol PP Ahli Muda menjadi Pol PP Ahli Pertama
dengan Angka Kredit 3OO.

b. Sdr. Ardiansyah, SIP diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP

Ahli Pertama.
c. Sdr. Ardiansyah, SIP dapat diangkat kembali ke Jabatan Pol PP Ahli

Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi

hukuman disiplin;
2l menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman

disiplin yaitu 300 Angka Kredit; dan
3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-u.ndangan.

d. Selama menduduki Pol PP Ahli Pertama, Sdr.Ardiansyah, SIP

memperoleh Angka Kredit 50.
e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam Jabatan Pol PP Ahli

Muda, Sdr. Ardiansyah, SIP memperoleh Angka Kredit 55.

f. Dalam hal demikian, Sdr.Ardiansyah, SIP, dapat dipertimbangkan
untuk naik jabatan menjadi pol PP Ahli Madya dengan Angka Kredit
405 yang berasal dari:
1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;
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2) Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki Jabatan pol pp
Ahli Pertama 50; dan

3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam
Jabatan Pol PP Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KtrMBALI

1. Pol PP yang dibebaskan sementara karena:
a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi pol
PP yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat
pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pol PP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat
sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pol
PP Penyelia, pangkat Penata Tingkatl, golongan ruangllI/d; dan

e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan
pengembangan profesi bagi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruanglV lc;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila paling lama
dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang
disyaratkan.

2. Pol PP yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara
sebagai PNS, dapat diangkat kembati dalam Jabatan Fungsional Pol PP

apabila telah diaktifkan sebagai PNS atau pemeriksaan oleh yang
berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah.

3. Pol PP Keterampilan dan Pol PP Keahlian yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP,

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila
berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

4. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar
tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pol PP apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

5. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pol PP apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
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Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan
ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:
Sdr. Kurniadi, S.Sos, NIP. I977O7O7 2OO2O3 1 001, Jabatan Pol PP Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatan Pol PP Madya dan diangkat dalam
j abatan Administrator.
Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan
Fungsional Pol PP, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2O3I.
Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan Angka Kredit
terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari tugas
pokok dan dapat ditambah pengembangan profesi yang diperoleh
selama dalam pembebasan sementara;

b. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan
Angka Kredit terakhir yang dimiliki;

c. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 menggunakan
Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan
Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh
selama dalam pembebasan sementara.

Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama

ini.

D. PBMBBRHENTIAN

1. Pol PP diberhentikan dari jabatanny?, apabila dalam jangka waktu 1

(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada angka romawi IX huruf A angka 1 tetap tidak dapat
memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
Contoh:
Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. I974O9I2 199908 1 008 telah
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda
terhitung mulai tanggal 31 Mei 2O2O.

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2O2l maka yang

6.

7.

B.
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bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 3l
Juni 2021.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama
ini.

X. PENYESUAIAN/I1VPASSIJVG

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, telal:, dan masih melaksanakan tugas Pol
PP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat
disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

2. PNS yang disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP

Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ru€urg

llla;
c. berusia paiing tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir: dan
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

3. PNS yang disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP

Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijaza}: paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV;
b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. berusia paling tinggi 53 (1ima puluh tiga) tahun;
d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam I (satu) tahun

terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

4. Telah memiliki pengalaman di bidang Pol PP sebagaimana dimaksud pada

angka 2 huruf d atau angka 3 huruf d dapat dihitung secara

kumulatif/ berturut- turut.
Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Sos NIP. L979O52O 2OO4O9 1 001, pangkat Penata, golongan

ruang III/c diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Kerja Sama SatPol PP

Kabupaten Manokwari, Terhitung Mulai Tanggal 2 Juni 2013. Yang

bersangkutan akan diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP pada

bulan Juni 2015. Dalam hal demikian Sdr. Rudolf dapat
disesuaikan/ diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian,
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6.

7.
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karena telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP serta memiliki
pengalaman kerja di bidang Pol PP 2 (lima) tahun secara terus-menerus.
Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa
kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka S, hanya
berlaku sekali selama masa penyesuaian/ inpassing.
Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing
sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4 dihitung dalam pembulatan
kebawah, yaitu:
a. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun

masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun.
b. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai

dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun.
c. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai

dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun.
d. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai

dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga)
tahun.

e. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih
masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.

PNS yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum
disesuaikanlinpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing
telah mempergunakan pangkat terakhir.
Contoh:

Sdr. Karim, S.Sos NIP. 19800520 200509 1 001, diangkat menjadi PNS

terhitung mulai tanggal 1 September 2006, jabatan Penganalisis Perda
pada Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara, pangkat Penata Muda,
golongan rlrang lll I a. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang llllb terhitung mulai tanggal 1 Oktober
2010. Sampai bulan September 20 14 yang bersangkutan telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang Pol PP dan akan dtinpassing dalam Jabatan
Fungsional Pol PP. Mengingat Sdr. Karim, S.Si hampir 4 tahun dalam
pangkat terakhir yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III f b, maka
yang bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi
Penata, golongan ruang III I c terhitung mulai tanggal I Oktober 2OI4
selanjutnya yang bersangkutan dapat disesuaikan/inpassing dalam
Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

9. Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pol PP di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan
mulai tanggal 1 Maret 2OLS dan harus selesai ditetapkan paling lambat
tanggal 29 Februari 2016 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan

B.
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penyesuaian/ inpassing terhrtung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
dari tanggal penetapan.

10. Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pol PP,

ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat
menLrrut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 25
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

UJI KOMPETENSI

Ketentuan uji kompetensi bagi Pol PP yang akan naik jabatan berlaku sejak 1

Mei 2016.

PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5r,

XI.

XII.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO SUTRISNO

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



ANAI{ LAMPIRAN 1

PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MtrNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGIG I(REDITNYA

CONTOH
I(EPUTUSAN PtrNGANGI(ATAN PERTAMA I(ALI
PEGAWAI NEGTIRI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

I(EPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALII(OTA-I
NOMOR :.............

TiiNTANG
PENGANGI(ATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI

PAMONG PRAJA

GUBERNUR/ BUPATI /WALI(OTA,*]
Menimbang . a, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014,
perlu untuk mengangkat Saudara ,...,,,...... dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja

b. ......................
........--);

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan \

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerint{rh Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah clengan

Peraturan Pemeriniah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menieri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Mentcri Dalam Negeri dan l(epala Badan I(epegawaian Negara

Nomor..... Tahun...,.. dan Nomor..... 'lahun ....;
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .......... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang,/TMT :..........................
d. Unit kerja

dalam jabatan dcngan angka krcdit sebesar ...,.... ( ........... ..--......)
I(EDUA : ...................... ..... ........ .... ..1
I(ETIGA : ,..................... ..,............... --)

I(EEMPAT : Apabila kemudian hari terflyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikarr dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk '
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ......................
puda tanggal

NIP.

TEMRUSAN :

1. Direktur yang mernbidangi tugas Pol PP l(ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat PembinaanJabatan Fungsional l{ementerian Dalam Negcri;
3. I(epala Badan I{epegawaian Negaraf l{antor Regional BI{N yang bersangkutan; *)

4. I(epala l3adan l(epegawaian Daerah l)rovinsi/l{abupaten/I(ota atnu Bagian I(epegawaian
instansi yang bersangkutan;*')

5. Pejabat yang berwenang melretapkan angka kredit;
6. l(epala l(antor Pelayanan Pt:rllenclaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penamkrahan diktum yang dianggap perlu.



ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR N!]GARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A KREDITNYA

CONTOH
I(BPUTUSAN PENGANGI(ATAN PEGAWAI
NEGBRI SIPIL DARI JABATAN LAIN I(E DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA

I(EPUTUSAN
GUBERN UR/ B UPATr /WALrr(OTA*)

TENTANG
PENCANGI(ATAN PEOAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN

I(E DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

GUBERNUR/BUPATI /WALII(OTA,*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014,
perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong

' i,,li,',,,,, . :::::::::::::::: : :::::::::::::::: ..1 ..;;ii
Mengingat ; l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengrn
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O10;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan'\
Peraturan Pemcrintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014:

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan l(epala Badan I(epegawaran Negara
Nomor ..... Tahun ...,,, dan Nomor ..... Tahun ....;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan i

PERTAMA ; Terhitung mulai tanggal ............ mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b, NIP
c. Pangkat/golonganruang/TMT : ....,.,,,...............
d. Unit kerja : ........................

dalam jabatan ............. dengan angka kredit sebesar .................. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )I(EDUA : ...................... ............. --)
I(ETIGA : ...................... ............. *)
KEEMPAT ; Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,
Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

J. Direktur yang membidangi tugas Pol PP I{cmenterian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional I(ementerian Dalam Negeri;
3. I{epala Badan l(epegawaian Negara/I(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4. I{epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/l(ota atau Bagian l(epegawaian
instansi yan g bersangkutan; *)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredi(
6. I(epala I(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l{epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



ANAI( LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAI,
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGI(A I(REDIT POLISI PAMONG
PRAJA KETERAMPII.AN YANG AI(AN DIANGKAT
MENJADI POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN

PENETAPAN ANGI(A I(REDIT POLISI PAMONG PRAJA I(ETERAMPILAN YANG AI(AN DIANGIGT
MENJADI POLISI PAMONG PRAJA IGAHLIAN
NOMOR:

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di ...........................
Kepala BKN/I(antor Regional BKN yang bersangkutan pada tanggal

Tembusan d.isampalkan kepada: Pejabat Yang Berwenang Menetapkan

l. Polisi Pamong Praja yang bersangkutan; Angka I(redit

2. Direktur yang membidangi tugas Pol PP l(ementerian Dalam
Negeri;

3. Kelala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional l(ementerian Nama Lengkap
NtP. ...,...............uaram r\egerl;

4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. I(epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsl/l(abupate']'/ Kota;

dan
6. Pejabat lain y.ang dianggap perlu.

I I(BTERANGAN PERO RANGAN

I N-rm" -
2 NIP
3 Nomor Seri I(ARPEG
4 Panekat/ Golonsan ruans TMT
5 Tempat dan Tanggal lahir
6 Jenis I(elamin

Pendidikan yang cliperhitunskan anska kreditnva
8 {eEq!4q Fungsional/TMT
9 Unit I{erja

II PENETAPAN ANGI(A I(REDIT LAMA BARU JUMLAH PER-
PINDAHAN

t Uh SUR UTAMA
A Pendidikan

1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (SfiPP) atau sertihkat

3) Pendidikan dan pelatihan Praiabatan
B Peneeakan Peraturan Daerah
C Penyelenggaraan I(etertiban Umum dan

I(etenteraman Masvarakat
D I Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penuniang Tusas Polisi Pamons Praia
I Jumlah Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja l(eterampilan
jenjang pangkat gol.ruang
Fungsional Polisi Pamong Praja l(eahlian jenjang pangkat

... dengan angka kredit

ke Jabatan



ANAI( LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETBNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
REFORMASI BIROIGASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
4 TAHUN 2OT4 TENTNNG JABATAN FUNGSIONAL

CONTOH
I{EPUTUSAN PENGANGIGTAN DARI POLISI
PAMONG PRAJA I(ETERAMPILAN I(B POLISI
PAMONG PRAJA I{EAHLIAN

I(EPUTUSAN
GUBERN U R/ BUPATI / WALrr(OTA* )

NOMOR:.......

TENTANG .

PENGANGI(ATAN DARI POLISI PAMONG PRAJA I(ETERAMPILAN I{E POLISI PAMONG PRAJA I(EAHLIAN

Menimbang

GUB ERNUR/ B UPATI /WALI I(OTA, * 
)

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3O Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4,
perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja l(eahlian;

a.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan I(epala Badan l(epegawaian Ncgara

Nomor ..... Tahun ...... dan Nomor . , ... Tahun ... .:

Menetapkan
PERTAMA

I(EDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

MEMUTUSI(AN :

..,,.. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
:.....

angka kredit sebesar .. (.....
d. Unit kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .. ( .. . . ..)

::: :: ::: : :::: :::: : :::: ::: :::: ::: :: : : : :: t;.)
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akau
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil y.rng bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.
TEMBUSAN :

l. Direktur yang membidangi tugas Pol PP l{ementerian Dalam Negeri;
2. I{epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional l(ementerian Dalam Negeri;
3. I{epala Badan I(epegawaian Negara/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4. I{epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/I(ota atall Bagian l(epegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
I(epala l{antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah
yang bersangkutan;*)

7. l'ejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5.
6.



ANAI( LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I{ETtrNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MT'NTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TBNTANG JABA'IAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOI{:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGIG I(REDIT (DUPAI()
DARI PIMPINAN UNIT I{ERJA I{EPADA PtrJABAT PENGUSUL
PBNtrTAPAN ANGI(A I(REDIT

I{epada Yth.

Pejabat Pengusul Penetapan Angka lfuedit Instansi masing-masing* )
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka I(redit atas nama-nama pegawai
sebagai berikut :

NO NAMA
PANGIfiT/ GOLONGAN

RUANG
MASA I(ERJA
GOLONGAN

UNIT I(ERJA

1

2

3

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit I(erja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka l(redit



ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APAMTUR NEGAM DA|I
REFORMASI BIROIGASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN !
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANOI{A IGEDIT {DUPAI()
DART PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPI(AN ANGKA I(REDIT

Kepada Yth.
Pejabat Berwenang Menetapkan Angka lcedit .)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka IGedit atas nama-nama pegawai
sebagai benkut: '

NO NAMA
PANGr(AT/ GOLONGAN

RUANG

MASA I(ERJA
GOLONGAN

UNIT I(ERJ

I

2

3

dst

Bahan penilaian dan penetapan Angka Ifuedit terlampir dalam surat ini.
Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengusul Provinsi/l(abupaten/ I(ota **)

NIP.

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka l{redit
**) Coret yang tidak perlu

;--]--l

=

_l
2.

3.
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ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTDRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLII{ INDONESIA NOMOR 4 TAFIUN 2OT4 TENTANG JAI}ATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA

DAFTAR USUL PENE"TAPAN ANGKA I(REDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA

NOIIvIOR;

KETERANGAN PERORANGAN

t Nama

2. NIP

3. Nomor Ser{ KARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/Golongan ruang/TMT
B. Jabatan Pol PP Keterampilan Pol PP Pemula

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru
10. Unit Kerja

NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGITA KREDIT DTENURUT

INSTANSI PEI{EUSUL TIH PEIVILAI
I,ADTA BARU .'UMLA}I LADTA BARU JUHLATI

I 2 3 4 6 7 8
I. UNSUR UTAUA

1 PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:
1l Diploma lll/ Sarjana Muda
21. Diploma II
.tr. SMA/SMK/Diploma I

B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP
clan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
1) Lamanya lebih dari 96O jam

2). Lamanya 641 - 96O jam

3). Lamanya 481 - 640 jam
41. Lamanya f61 - 48O jam

s). Lamanya 81 - 16O jam
6). Lamanya 31 - BO jam

7ll. Lamanya antara 10 - 3O jam

c. Diklat Prajabatan
Mengikuti Diklat Prajabatan golorrgan II

2 PENEG}AITAIT PERDA
A. melaksanakan penlndal(an yustlsl

U melaksanakan tindakan yustisi
21. menjadi saksi dalam proses penyidikan

3). menjadi saksi dalam proses persidangan
B. pelaksanaan tindakan non yustisi

melakukan tindakan non yustisi
c. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala

daerah
meneikuti sosialisasi nerda/neraturan kenala daerah
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A KREDIT MENURUT

IHSTAIISI PENGUSUL TIIU PENILAI
LAITIA BARU JUTLATI TAIIA BARU JU}ILAII

I 2 (, 4 5 6 8

I

I

3 PETTELENGGARAAil KETERTIBAN UMU}T DATT

IIETENTRAMAN IITASYARAI(A'T
A. membuat rencana induk {Master Plan)

1) menyusun rencana program
2). melakukan evaluasi kegiatan

B. melakukan patroli
c, 4nelaksanaka4 pe4garnanan dap pepgawalan

l) melakukan pengamanan
2l', melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
E. melaksanakan deteksi dini
F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas

-s_q 
rtg m e nye I en gga rakan perl ind u nean masvarakat

1 melakukan pendataan satlinmas
21. melakukan mobilisasi linmas

4 PENGEMBANGAT{ PROFESI
A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas pol

PP

1) membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas pcl pp
yang dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

21.. membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP
yang tidak dipublikasikan datam bentuh:

a). buku
bl. makalah

s). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b). maialah ilmiah yang diakui secara nasional
4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan

atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam
bentuk:
a). buku
bt. makalah

s). membuat tr-rlisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa

6). menyampai kan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada
pertemuan ilmiah

B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

l) menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:
a!. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
2',1, menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol

PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
a). buku
bl. mal<alah

3). membuat abstral< tulisan di bidang tugas Pol PP yang
dimuat dalam penerbitan

C. penyusunan bu ku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

1) membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

21. membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol
PP

s). membuat ketentuan teknis di bidane tuqas Pol PP

JUILATI UilSUR UTA}IA 1 S.D 3
II. UNSUR PENUIIJAI{C

PEI|UNJANG TUGAS POL PP

1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP
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NO SUB UI{SUR YAI{G DINILAI
ANGI(A KREDIT HET{URUT

INSTANSI PENGUSUL TIII PEDT LAI
LAIUA BARU JUITLATI LAIITA BARU JUMLAH

I ,)
3 4 5 6 7 8

mengajar/ melatih pada dlklat fungslonatl tet<nts Utdang
Pol PP

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
A. mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang pol

iP, sebagai:
I PenyaJl
2t. pembahas
3). peserta

B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:
1 ketua
2). anggota

C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
I ketua
2t. anggota

3. keanggotaan dalam organisasi profesi
A. qlenjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:

I pengurus aktif
21. zurggota aktif

B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/
Kabupaten f Kota, sebagai:
1 pengurus aktif
2t. anggota aktif

4. keanggotaan dalam tim penilai
menjadi anggota tim penilai, sebagai:
A. ketua/wakil ketua
B. anggota

5. perolehan penghargaan/ tanda jaea
memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
SatVa
A. 30 {tiga puluh) tahun lebih
B. 20 dua puluh) tahun
C. 1O (sepuluh) tahun

6 perolehan gelar kesarianaan lainnya
memperoleh ijazahlgelar yang tidak sesuai bidang tugasnya

A. Diploma III
B. Diploma II

JUMLNI UNSUR PTNUNJANG
JUMLATI UNSUR UTATUA DA"TT PEITUT{JANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

I 2 J 4 5 6 7 B

l
JUIf,LATI UNSUR UTAIIA DAT{ UN8UR PEIIUNJAIIG

*) Dicoret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BDRSAMA
MENTERI DAI.AM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA DAN
RDFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI4TENTANGJAE}ATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA I{REDITNYA

CONTOH:

DAF*TAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL

DAF'TAR USUL PENE"TAPAN ANGKA I(REDI'I'
JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL

NOMOR:

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KSTERANGAN PEROMNGAN

Nomor Sert KARPEC

Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

E"4it\"n Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
Pangkat/ Golongan ruang/TMT
Jabatan Pol PP Keterampilan : Pol PP Terampil

Masa Kerja Golongan

Unit Kerja

SUB UNSUR YAIIG DIIIII,AI INSTAI{SI PET|OUSUL

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:

Diploma lll/ Sarjana Muda
Diploma II
sMA/SMK/Di

Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol Pp dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan

atau sertifikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas pol pp
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidil<an dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641 - 96O jam

Lamanya 4Al - 640 jam
Lamanya 161 - 48O jam

Lamanya 81 - 160 jam
Lamanya 3l - 80 jam

Lamanya antara lO - 3O jam
Diklat Prajabatan

Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II

n yustisi
melaksanakan tindakan vustisi
menjadi saksi dalam proses penyidikan
menjadi saksi dalam proses persidangan

aksanaan tindakan non vustisi
melakukan tindakan non vustisi

mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala
daerah

mengikuti sosialisasi perda/rreraturan keoala daerahikuti sosialisasi



-2-

SUB UNSUR YAT{G DINILAI
ANGI{A KREDIT ilEHURUT

IN8TAN8I PENGUSUL

PEITT EL ENGGARAAN KETERTI bAwffi

membuat rencana induk (Master plan

rnenyusun rencana
melakukan evaluasi kesiatan

melakukan patroli

4glgksanakan pengarnaDan dap pesgawalan

melakukan pengawalan
melakukan pengendalian massa
melaksanakan deteksi dini
mem fasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas
serta menyelengqarakan perlindungan masvarakat

melakukan pendataan satlinmas
melakukan mobilisasi linmas

pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugaJpol

membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan eyalpasi di bjdang tugas pol pp

buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkqiian, eurvei dan evaluaei di bidang tugae pol pp
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang

buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

lah ilmiah yang diakui secara nasional
membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, clalam
bentuk:

membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa
menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada

rtemuan ilmiah
penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pot PP

menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:

ma,jalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

makalah
membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang
dimuat dalam perrerbitan

penyusunan buku pedoman/ketentuan
ksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

membuat ketentuarr pelaksanaan di bidang tugas Pol
PP

mcrnbuat ketentuan teknis di bidans tugas Pol PP
JUMLAII UNEUR UTAMA 1 S.D 3

PENUNJAITIG TUGAS POL PP

1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP
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ilo SUB UNSUR YANG DINILN
AI{CI{A KREDIT MENURUT

INSTAN8I PENGUSUL TIM PENILN
LAITA BARU JUMLAII LAIITA BARU JUMLA}I

I ,)
3 4 5 6 7 8

I

mengajar/melatih pada d g
Pol PP

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensr di bid"ng
Pol.PP
A. mengikuti seminar/lokakarya/t onferen"l Oi Uua.r,g pol

PP, sebagai:
I penvaii
2t. perylahas
s). peSerta

B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasionat, sibagai:
u. ketua
2t. grrgggta

c. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebaeai:
1 ketua
2t. anggota

3. keanggotaan dalalq organisasi profesi
A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:

I pengurus aktif
2t. anggota aktif

B. menjadi anggota organieasi tingkat provinsi/
Kqbqpaten f Kota, sebagai:
1 pengurus aktif
2t. anggota aktif

4. keanggotaan dalam tim penilai
menjadi anggota tim-penilai, sebagai:
A. ketua/wakil ket_ua

B. anggota
5. perolehan penglqrgaan/ tanda jasa

memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya
A. 30 (tiga puluh) tahun lebih
B. 20 dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun

6 perolehan gelar kesarjanaan lainnya
memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya
A. Diploma III
B. Diploma II

JUMLATI UNSUR PET{UIIJANG

JUilLAH UNSUR UTAMA DAN PENUIT..TANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1 2 3 4 J 6 7 8

I

-TJUIf,LAII UIIsUR UTAilA DAN UI{SUR PEIYUI|JAI{G

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAIUPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
I. Surat pernyataan melakukan kegiatarr .....
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .,...
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
6. dan seterusnva

NIP.

IV Catatnn Pejabat Pongurul :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

{Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.

v Cetaten Alggqta Tlm Ponllal :
1.

2.
3.
4. dan eeterusnya

(Nama Penilai I)

NIP,

(Nama Penilai ll)
NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2,
3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
NIP.
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ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTER1 DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 'TAHUN 2014TENTANGJABATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAT.TAR USUL PENETAPAN ANGKA IGEDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR

DAITTAR USUL PENETAPAN ANGKA I(REDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR

NOhtoR :

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

J. Nomor Seri KARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5, Jenis Kelamin

6, Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/ Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pol PP Keterampilan Pol PP Mahir

9. Masa Kerja Golongan
Lama
Baru

10. Unit Kerja

NO SUB UNSUR TANG DINILN
AIYGITA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TI}I PENILAI
LAIIIA BARU JUHLA}I LADIA BARU JUMLAIT

2 3 4 i) t 7 8

I UNSUR UTAIIA
I PEIIDIDII{AN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/ gelar:
1). Diploma III/ Sarjana Muda
21. Diploma II
3). SMA/SMK/Diploma I

B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas pol pp
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
1) Lamanya lebih dari 96O jam

2l'. Lamanya 64I - 960 jam

3). Lamanya 4Bl - 640 jam

41. Lamanya 161 - 48O jam

s). Lamanya 81 - 16O jam

6). Lamanya 31 - 80 jam
7). Lamanya antara 10 - 3O jam

c. Diklat Prajabatan
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II

2 PENEGAI{AI| PERDA
A. melaksanakan penindakan yustisi

u melaksanakan tindakan yustisi

21. menjadi saksi dalam proses penyidikan

3). menjadi saksi dalam proses persidangan

B. pelaksanaan tindakan non yustisi
melakukan tindakan non vustisi

c. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala
daerah

mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah



-2-

NO SUB UNSUR YANG DII{ILAI
AT{GI(A KREDIT MENURUT

IIT8TAN8I PENGUSUL TIDT PENI :LAI
LAMA BARU JUMLAH LATA BA.RU JUIII,ATI

,)
3 4 5 (r 8

3 PEI{YELEITGGARAAN K TERTIBAI{ UDIUM DAN
T(TTENTRAIIIAN IIIASYARAIIAT
A. membuat rencana induk (Master Plan)

1) menyusun rencana program
2l'. melakukan evaluasi kegiatan

B. melakukan patroli
c. rpqfakqanakan pengamanan dan pepgawalaD

l) melakukan pengamanan
21. melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
E. melaksanakan deteksi dini
F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas

serta menyelenggarakan perlindungan masvarakat
1) melakukan pendataan satlinmas
21. melakukan mobilisasi linmas

4 PET{GEMBAITGAN PROFESI
A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol

PP

1) membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP
vans dioutrlikasikan dalarn hentu k:
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
21. membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkdian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

al. buku
bl. makalah

3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
tusas Pol PP vanrr dinuhlikasiken dalem Frentuk:
af. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
bl. maialah ilmiah vanc diakui secara nasional

41. membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam
bentuk:
al. buku
b). makalah

s). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa

6). menyampaikan prasaran berupa tinj auan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol. PP pada
pertemuan ilmiah

B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidaflg tugas Pol PP

1) menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:

Pol

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b). majalah ilmiah yang cliakui oleh instansi yang
berwenang

21'. menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol

PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
a). buku
b). makalah

3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang
dimuat dalam penerbitan

c. penyusullan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ketentuan t€knis di bidang tugas Pol PP

1) membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol

PP

3t. membuat ketentuan teknis di bidane tugas Pol PP

JUMLAH UNEUR UTAIUA 1 S.D 3

II. UN8UR PENUNJANG

PENUNJAI{G TUOAS POL PP

1. pengajar/pelatih pada diklat fungsionall teknis bidang Pol PP
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NO SUB UNSUR YA}IG DINILAI
AI{GI(A KREDIT MENURUT

IT{ETANSI PEDIGUSUL TIM PENILAI
LAIIIA BARU JUHLAH LAIUA BARU JUMLAH

I ,)
3 4 5 6 7 I

mengajar/ melatih pada dlklat fungslonal/ iekniJ Uiclang
Pol PP

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Pol PP
A. mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pol

PI, qebagai:
ll. penyaji
2t. pembahas
3). peserta

B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagar:
1t. ketua
21. anggota

c. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan lnternasional,
sebacai;
I ketua
2t. anggota

3. keangggtaan dalam organisasi profesi
A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:

1) pengurus aktif
21. anggota aktif

B. menjadi anggota organisaei tingkat Provinsi/
Kabupaten / Kota, sebagai:
1 pengurus aktif
21. anggota aktif

4. keanggotaan dalam tim penilai
menjadi anggota tim penilai, sebagai;
A. ketua/wakil ketua
B. anggota

5. perolehan penghargaan/ tanda iasa
memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satva
A. 3O (tiga puluh) tahun lebih
B. 20 dua puluh) tahun
c. lO (sepuluh) tahun

6 perolehan gelar kesarjanaan lainnya
memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya

A. Diploma lll
B. Diploma II

i'UULAIT UNSUR PEI{UT|JANG

JUDTLAH UNSUR UTADTA DAI| PENUITJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLATI UNSUR UTA}TA DAN UNSUR PENUNJAT{G

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LASIPIRAI| PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
3. Surat pernyataan melakukarr kegiatan .....
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....

6. dan seterusnya

NIP.

IV 9atatan PoJabat Pongurul :

1.

2.

J.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

1

2

3
4 dan eeteruenya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai ll)
NIP.

vt Catatan Ketua Tlm Penllal ;

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
NIP.
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ANAK LAMPIRAN 10

PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPBGAWA1AN NEGARA
TENTANG
KETBNTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTDRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANCKA I(REDITNYA

CONTOH:

DAF'I'AR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDI'I'
JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA

DA|.TAR USUL PENETAPAN ANGKA I(REDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA

NOMOR :

KE*TERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Serl I(ARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/ Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pol PP Keterampilan Pol PP Penyelia

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru

10. Unit Kerja

ilo SUB UNEUR YAIfO DINILAI
AI|GI(A KRTDIT DTET{URUT

IITSTANSI PENGUSUL TIM PEI|IIN
LATA BARU JUHLA}I LA}TA BARU JUMLAII

I ') 3 4 5 6 7 I
I UNSUR UTATIA

I PEI{DIDII(AN
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ljazah / gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:
ll Diploma III/ Sarjana Muda
2l,. Diploma II
3). SMA/SMK/Diploma I

B. Diklat fungsional/teknis di bidang Pol PP dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST|PP)
atau sertifikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di biclang tugas Pol PP

dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
r) Lamanya lebih dari 96O jam

21. Lamanya 641 - 96O jam
3). Lamanya 4Bl - 64O jam

4). Lamanya 161 - 4BO jam

s). Lamanya 81 - 160 jam
6). Lamanya 31 - 8O jam
71. Lamanya antara 10 - 3O jam

c. Diklat Prajabatan
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II

2 PENECIAITAIT PERDA
A. melaksanakan penindakan yustisi

1) melaksanakan tindakan vustisi
2l'. menjadi saksi dalam proses penyidikan

3). menjadi saksi dalam proses persidangan

B. pelaksanaan tindakan non yustisi
melakukan tindakan non Yustisi

c. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala
daerah

mengikuti sosialisasi perda/ peraturan kepala daerah
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NO SUB UNSUR YAI{G DINTLAI
AIIGKA HREDIT MEI{URUT

INSTANAI PENGUSUL TITI PEN LAI
LA}TA BARU JUMLATI LADTA BARU JUMLAH

I ,2
3 4 i} C) T 8

3 PET{YELEIYGGARAAN KEfERTIBAN UUUM DAN
KTTENTRAIUAI| MASYARAKAT
A. membuat rencana induk (Master Plan)

l) menyusun rencana program
2). melakukan evaluasi kegiatan

B. melakukan patroli
C, melaksanakap pengafnanan dan pengawalan

U melakukan pengamanan
21. melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
E. melaksanakan deteksi dini
F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas

serta menyelenggarakan perlindunean masvarakat
1) melakukan pendataan satlinmas
2). melakukan mobilisasi linmas

4 PENGEDTBANGAN PROFESI
A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol

PP

r) membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP
vans dioublikasikan dalem bentrrk:
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkqiian, survei dan evaluaei di bidang tugas Pol PP
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
al. buku
bt. makalah

3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
trtsas Pol PP verrs dinrrhliknsilrnn dqlnrn trrontrrk'
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). maialah ilmiah yane diakui secara nasional

4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam
bentuk:
al. buku
bt. makalah

s). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa

6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasalr
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada
pertemuan ilmiah

B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

1) menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol

PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
21. menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol

PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentttk:
a). buku
b). makalah

3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang
dimuat dalam penerbitan

c, penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

1) membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol
PP

3t. mambuat kctentuan teknis di bidane tugas Pol PP

JU}ILA}I UNSUR UTADIA I S.D 3
II UIIAUR PTNUNJANG

PET{UNJANG TUGAS POL PP

t. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP
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NO SUB UNSUR YANG DII{ILN
ANGITA KREDIT MENURUT

IHSTAIITSI PENGUSUL TITI PEIIILN
LAIIIA BARU JUMI,ATI TADIA EARU JUMLAH

'2 3 4 5 6 T I

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Pnl PP
A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol

PP, sebagai:
I penyaji
2t. pembahas
3). peserta

B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:

I ketua
2t. anggota

C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan lnternasional,
sebasai;
I ketua
2). ?nggota

3. keanggotaan dalam organisasi profesi
A. menjadi anggota organisasi tirrgkat nasional, sebagai:

I pengurus aktif
2t. anggota aktif

B. menjadi anggota organioasi tingkat Provinei/
Kabupaten f Kota, sebagai:
1 pengurus aktif
2t. anggota aktif

4. kearrggotaan dalam tim penilai
menjadi anggota tim penilai, sebagai:
A. ketua/wakil ketua
B. anggota

5. perolehan penghargaan/ tanda iasa
memperoleh penghargaanf tanda jasa Sat5ra Lancana Karya
Satva
A. 30 tiga puluh) tahun lebih
B. 20 dua puluh) tahun
c. 1O (sepuluh) tahun

6 perolehan gelar kesarianaan lainnya
memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya

A. Diploma III
B. Diploma II

JUULATI UNSUR PENUNJANG

JU}TLAH UNSUR UTAITA DAI| PENUNJANCI
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 B

JUMLAH UNSUR UTAIIA DAN UNSUR PETIUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAIUPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan
6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabet Pongutul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.

v qg$En Aosggta Tlm Penllal :

1

2

3
4 dan eetcruenya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai II)

NIP.

VI Catatan Ketue Tlm Penllal :

1.

2.

3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
NIP.
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ANAI{ LAMPIRAN I I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NECARA
TENTANG
KE"IENTUAN PELAI(SANAAN PERATUMN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAF"IAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNCSIONAL POL PP AHLI PERIAMA

DAF'IAR USUL PENE"TAPAN ANGKA KREDI'I
JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI PEKIAMA

NOMOR :

KE"TERANGAN PERORANGAN

I Nama
NIP

Nomor Seri KARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Y ang D iperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/ Golongan ruang/TMT
8. Jabatan POL PP Keahlian Pol PP Ahli Pertama

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru
lo. Unit Kerja

NO SUB UNSUR YAT{G DINILN
ANGI(A KR"EDIT MEIIURUT

INSTAITSI PEITGUsUI, TII|I PENILAI
LAMA BARU JUULAH LADTA BARU JUMLAIT

t 2 3 4 l-> f) 8
I UNSUR UTAIUA

I PENDIDIKAil
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh iiazah/selar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
iiazah/ selar:
1 Doktor (S3l
21. Pasca Sariana tS2)
3). Sariana {S1)

B. Diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (ST'IPP) atau sertifikat
Mengikuti diklat. fungsional/teknis di bidang Tugas Pol
PP darr memperoleh Surat Tanda Tamat Pendiclikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
t lamanya lebih dari 960 iam
21. lamanya 641 - 960 jam
3). lamanya 481 - 640 jam
4). lamanya 161 - 48O iam
Dl. lamanya 81 - 16O iam
6t. lamanya 31 - 80 iam
7t. lamanya antara lO - 30

c. Diklat Prajabatan
mengikuti Diklat Prajabatan golongan III p

2 PEI|EGAITAN PERDA
A. melaksanakan penindakan yustisi

1).

21.

melaksanakan tindakan vustisi
menjadi saksi dalam proses pe,nyjdikan

3). meniadi saksi dalam proses persidangan
B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi

melakukan tindakan non yustisi
c. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala

Daerah
1) Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda
21. Mengikuti eosialisasi Perda/Peraturan Kepala

Daerah

3
Penyelonggnraan Ketortlban Umum Dan Kotenteranan
Maryarakat
A. membuat reneana induk (Master Plan)
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGIfA KREDIT MENURUT

II{STANSI PEN(}USUL TIM PENILAJ
LAIITA BARU JUMLATI LAIUA BARU JUMLATI

I ,2
3 4 i) Cr

1t 8

I

l) rnenyusun .rencana program

2t. melakukan evaluasi keeiatan
B. melakukan patroli

melakukan patroli
C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan

1 melakukan pengamanan
2). melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
melakukan pengendalian massa

E. melaksanakan deteksi dini
melaksanakan deteksi dini

F. memfasili tasi dan melaku kan pemberdayaan kapasitas
serta menyelenggarakan perlindun gan masyarakat

melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas
4 PENGEMBAITGAI| PROFESTT

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tugas
Pol PP
1) Membuat Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang di publikasikan dalam bentuk:
al. buku yang diterbitkan dan diedarken secara

nasional
b), majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
2l. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

31. Membuat Karya Tulis/Karya llmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional

4). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan,
dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada
pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

u Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP
yang dimuat dalam penerbitan

C. Penyusunan buku pedoman / ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

1) Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

2].. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol
PP

31. Membuat ketentuan teknis di bidans tuRas Pol PP

JUDTLAH UIISUR UTAMA I 8.D 4
n. UNSUR PENUI{JANG

PEIIUNJANG TUGAS POL PP

I Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di
bidang tugas Pol PP
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l{o SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KRTDIT UENURUT

INSTANSI PEIIGUSUL TIM PEN LAI
LAilA BARU JUMLATI I,AIIA BARU JUMLAH

I ) l] 4 5 L 7 8
2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang

tugas Pol PP

I Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas pol pp
sebagai:
a) Penyaji

b) Pembahas
c) Peserta

2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:
a) Ketua
b) Anggota

3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional
sebagai:
l) Ketua

2',1 Anggota
3. Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. Menj ad i Anggota Organisasi Tin gkat I nternasion al/
Nasional, sebagai:

l) Pengurus Aktif
21. Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten f Kota, sebagai:
r) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. Ketua/Wakil Ketua
B. Anggota

5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa
A. memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana

Karya Satya
r) 30 (tiga puluh) tahun lebih
21. 20 {dua puluh} tahun
s). 1O (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperoleh ljazah/gelar yang tidal< sesuai bidang

tugasnya

I Doktor (S3)

2 Pasca Sarjana (S2)

3 Sarjana (Sl)/Diploma IV (DlV)

JU}ILAII UNSUR PEHUNJAT{G

JU}ILAH UNSUR UTAITA DAN PENUNJANG



Butir l{egiatan Jenjang di atas/di bawah *}

I 2 3 4 5 6 I B

JUIIILAII UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUI{JANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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NI LAMPIRAI{ PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
3. Surat pernyataan melal<ukan kegiatan
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan
6. dan seterusnya

NIP,

IV Catatan Pejabat Pengurul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

I
2
J

4 dan seterusnya

(Nama Penilai l)

NIP.

(Nama Penilai II)
NIP.

VI Catatan Kctua Tlm Ponllal r

1.

2.
3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

a)

NIP.

(N
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ANAK LAMPIRAN 12

PDRATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN

KEPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TEN'TANG

KETBNTUAN PDLAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAF-TAR USUL PENE*TAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MUDA

DAF-IAR USUL PENETAPAN ANCKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MUDA

NOMOR:

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Serl KARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/ Golongan ruang/TMT
8. Jabatan POL PP Keahlian Pol PP Ahli Muda

9, Masa Kerja Golongan
Lama

Baru
10. Unit Kerja

HO SUB UNSUR YANG DIMLAI
ANGKA KREDIT UENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIDT PENILAI
LAIITA BARU JUMLAH LADIA BARU JUMLAIT

I 2 3 4 l-) (r 7 E

I UNSUR UTAIIIA
1 PEI{DIDII(AN

A. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/ gelar:
1) Doktor (S3)

2). Pasca Sarjana (S2)

3). Sarjana (Sl)
B. Diklat fungsional/teknis di bidangTugas Pol PP dan

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertjfikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol
PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendiclikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
r) lamanya lebih dari 96O jam
21. lamanya 647 - 96O jam
3). lamanya 481 - 640 jam
4). lamanya 161 - 4BO jam
sl. lamanya Bl - 160 jam
6). lamanya 31 - 8O jam
7). lamanya antara lO - 3O jam

c. Diklat Prajabatan
mengikuti Diklat Prajabatan golongan III

2 PENEGAI{AI{ PERDA

A. melaksanakan penindakan yustisi
1).

2l'.

melaksanakan tindakan vustisi
menjadi saksi dalam proses penyidikan

3). menjadi saksi dalam proses persidangan
B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi

melakukan tindakan non yustisi
c. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala

Daerah
1) Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda

21. Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A KREDIT IUENURUT

INSTAITAI PENGUSUL TIU PENILN
LAI}IA BARU JUULAH LAMA BARU JUHLAH

I ,2
3 4 5 (, 7 I

3), Melakukan koordinasi penegakan perda
41. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah
s). Mengikuti penyusunan Perda/Perkada

3 Ponyolenggaraan Ketertlbsn Umum Dan Ketenteraman
Maryarakat
A. memlruat rencana induk (Master Planl

t menyusun rencana program
21. melakukan evaluasi keeiatan

B. melakukan patroli
C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan

1) melal<ukan penqamanan
2t. melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
E. melaksanakan deteksi dini
F. memfasilitasi clan melakukan pemberdayaan kapasitas

serta menyelen ggarakan perlindungan masyarakat

I melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas
2t. Melakukan mobilisasi linmas

4 PEHGEilBANGAN PRO I'EfII
A. Pembuatan Karya Tulls/Karya Ilmiah dt blclang Tugas

Pol PP
1) Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang di publikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

21. Membuat Karya Tulis/Iturya llmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional

41. Membuat Karya Tulis/Karya llmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan,
dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

5), Membuat tuljsan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui meclia massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada
pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

r) MenerJemahkan/menyadur buku di bldang tugas Pol
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b) majalah ilmiah yang cliakui oleh instansi yang
berwenang

2), Menerjemahkarr/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku
b) makalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP
yang dimuat dalam penerbitan

C. Penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

1) Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP

2l'. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol
pp

3). Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

JUMLAII UNSUR UTAIUA 1 S.D 4
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NO SUB UNSUR YANG DIITIILN
ANGI(A KREDIT ITENURUT

INSTAN8I PENGUSUL 1.IM PEN ILAI
LAIIA BARU JUMLATI LAIIA BARU JUMLAII

I '2 3 4 5 C) 7 8

II. UNSUR PENUNJANG
PEI|UNJANG TUGAS POL PP

1 Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di
bidang tugas Pol PP

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
tugas Pol PP

1 Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol Pp
sebagai:
a) Penyaji
b) Pembahas

c) Peserta

,z Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:
a) Ketua
b) Anggota

3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional
sebagai:

1) Ketua
2) Anggota

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi
A. M enj adi Anggota Organ isasi Tingkat Internasional /

Nasional, sebagai:

1) Pengurus Aktif
21. Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten f Kota, sebagai:
1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. Ketua/Wakil Ketua
B. Anggota

5. Perolehan Penshargaan /Tanda Jasa
A. memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana

I{arya Satya
1) 30 (tiga putuh) tahun lebih
2t. 20 (dua puluh) tahun
3)- lO (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperolel:' ijazahlgelar yang tidak sesuai bidang

tugasnya
1 Doktor (S3)

2 Pasca Sarjana (S2)

.l Sarjana (Sl)/Diploma IV (DlV)

JUIf, LAH UNSUR PENUTAIITG

JUDTLATI UNSUR UTAUA DAN PENUI|JANG
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Butir Kegiatan Jeqjang di atas/di bawah *)

1 2 J 4 5 6 I I

.IUMLAH UNSUR UTAITA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAIIPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan

4, Surat pernyataan melakukan kegiatan

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pongueul :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

v Cetatan Anggota Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai II)

NIP.

VI Catatnn Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(N a)

NIP.
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ANAI{ LAMPIRAN 13

PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANC

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATUMN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POL PP DAN ANGI(A KREDITNYA

CONTOH;

DAF"|AR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENE*IAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MADYA

NOMOR:

KETDRANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nornor Serl I{ARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat/ Golongan ruang/TMT
B. Jabatan POL PP Keahlian Pol PP Ahli Madya

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru
10. Unit Kerja

NO SUB UNSUR YANG DIMLAI
AI{GIIA KRTDIT DTENURUT

INSTANSI PENGU8UL TIU PENILAT
LAIIA BARU JUMLAH LA}IA BARU JUULAH

I 2 3 4 5 6 7 8
I UNSUR UTAIIA

I PENDIDII(AN
A. pendid i kan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar

mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:
1) Doktor (S3)

2). Pasca Sarjana (S2)

3). Sarjana (Sl)
B. Dildat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertilikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol
PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

U lamanya lebih dari 960 jam
2l|. lamanya 64I - 96O jam
s). lamanya 4Bl - 640 jam
4). Iamanya 161 - 48O jam
s). lamanya 81 - 16O jam
6). lamanya 31 - 8O jam
71. lamanya antara 1O - 3O jam

c. Diklat Prajabatan
mengikuti Diklat Prajabatan golongan III

2 PENESAI{AN PERDA

A. melaksanakan penindakan yustisi
r).
2l'.

melaksanakan tindakan vustisi
menjadi saksi dalam proses penyidikan

3), menjadi saksi clalam proses persidangan
B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi

melakukan tindakan non yustisi

c. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala

1). Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda

2],. Melakukan evalu asi permasalahan penegakan perda
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NO SUB UNSUR YANG DIHILAI
AI{C}I(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TTU PEMLAI
LAMA BARU JUMLAI{ LAilA BARU JUMLAII

I ,2
3 4 5 (r fl

3). Melakukan koordinasi penegakan perda
4). Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala

Daerah
s). Mengikuti penyusunan Perda/ Perkada

3 Ponyolenggaraan Kotertlben Umum Dan Ketenteraman
Maryarakat
A, membuat rencana induk (Master Plan)

I menyusun reneana program
2t. melakukan evaluasi kegiatan

B. melakukan patroli
c. melaksanakan pengamanan dan pengawalan

1) melakukan pengamanan
2). melakukan pengawalan

D. melakukan pengendalian massa
E. melaksanakan deteksi dini
F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas

serta menyelenggarakan perlindunean masvarakat
I melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas
21. Melakukan mobilisasi linmas

4 PEI{(}EU BAI| GAI| PROFEAI
A. Pembuatan Karya Tulis/Karya llmiah di bidang Tugas

Pol PP
1) Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang di publikasikan dalam bentuk:
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang
2l'. Membuat Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
al buku
b) makalah

3). Membuat Karya Tulis/l{arya Ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b) mqialah ilmiah yang diakui secara nasional

4). Membuat Karya Tulis/Karya llmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan,
dalam bentuk:
a) buku
b) makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol
yang disebarluaskan melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada
pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b) mqialah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenanq

2l'. Meneqjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol
PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

al buku
b) makalah

31. Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP
yang dimuat dalam penerbitan

Q, Penyusunan buku pedornan/ketentuan
pelaksarraan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

I Membuat btrku pedoman di bidane tucas Pol PP
2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol

pp
3). Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP

JUMTAII UI|SUR UTAUA 1 S.D 4
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI{A KREDIT IIENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEITIILAI
LAMA EARU JUMLAH LA"UA BARU JUMLAH

I ,2 ? 4 5 6 7 I
II. UNSUR PTNUNJAIIG

PENUNJANGI TUGAS POL PP

1 Pengaiar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di
bidang tugas Pol PP

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
tugas Pol PP

I Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas pol pp

lgbagali
a) Penyaji
b) Pembahas

c) Peserta

z, Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan naslonal sebagai:
a) Ketua
b) Anggota

3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional
sebagai:
r) Ketua
2) Anggota

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi
A. Menj ad i Anggota Organisasi Tingkat Internasional /

Nasional, sebagai:

1) Pengurus Aktif
21. Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten/ I(ota, sebagai:
1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. Ketua/Wakil Ketua
B. Angqota

5. Perolehan Penghargaan /Tanda Jasa
A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana

I(arya Sat5ra

r) 3O (tiga puluh) tahun lebih
2t. 2O (dua puluhl tahun
3). 1O (sepuluh) tahun

6 Perolehan Penghargaan/Tanda J asa

A. Memperole}: ijazahlgelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1 Doktor {S3}
2 Pasca Sarjana (S2)

3 Sariana (Sl)/Diploma IV (DIVI

JUULAII UNSUR PENUI{JANG

JUMLATI UITSUR UTA}TA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *l

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLATI UIISUR UTAITA DAN UNSUR PENUNJAI{G

*) Dicpret yang tjdal< perlu
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III LAIUPIR"A,N PEI{DUKUNG} DUPAK:

I. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

2. Surat pernyataan melakukan lcegiatan ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengurul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai ll)

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(N a)

NIP.



ANAI( LAMPIRAN 14
PERATURAN BERSAMA
MBNTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
RtrFORMASI BIROI{RASI REPUBLII{ INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGIG I(REDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGII(UTI
PENDIDII(AN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKN I S JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA

SURAT PERNYATAAN

MENGII(UTI PENDIDII(AN DAN PELATIHAN ITUNGSIONAL/TET(NIS

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan
sebagai berikut:

dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

No Uraian l(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
[(eeiatan

Angka
Ituedit

Jumlah
Angka
I(redit

I(eterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 B
I
2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung



ANAK LAMPIRAN I5
PEMTURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNCSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI{A I(REDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUIGN
I(EGIATAN PENEGAI(AN PERATURAN
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

MELAI(UI(AN I(EGIATAN PENEGAI(AN PERATURAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP : ,.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :,..,..
Jabatan : ...,..
Unit kerja i ......

Menyatakan bahwa:

Nama :......
NIP :......
Pangkat/golongan ruang/TMT : ......
Jabatan : .,....
Unit kerja : .....,

Telah mclakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian I(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
I(esiatan

Angka
Itredit

Jumlah
Angka
Ituedit

I(eterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 B
I
2.
3.
4.
5.

dst



ANAI( LAMPIRAN 16
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NECERI DAN
I(EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PEMTURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGART{ 

.DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 20I4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA \

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUI(AN
I(ECIATAN PENYELENGGARAAN
I(ETERTIBAN UMUM DAN I(ETENTRAMAN
MASYARAI(AT

SURAT PERNYATAAN

MELAI(UI(AN I(EGIATAN PENYELENGGARAAN I(ETERTIBAN UMUM
DAN I(ETENTRAMAN MASYARAI(AT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ......
NIP :......
Pangkat/golongan ruang/TMT :,.....
Jabatan : ..,.,.
Unit kerja : ......

Menyatakan bahwa:

Nama : ......
NIP r......
Pangkat/golongan ruang/TMT : ......
Jabatan L.....
Unit kerja : ......

Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian I(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
I(esiatan

Angka
I(redit

Jumlah
Angka
I(redit

I(eterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 B
1

2.
3.
4.
5.

dst



ANAI( LAMPIRAN 17
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGBRI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGAI-{A
TENTANG
I{ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MBNTERI
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGIfi I{REDITNYA

CONTOH
SURAT PtrRNYATAAN MELAI(UI(AN
I(EGIATAN PENGEMBANGAN PROFBSI

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN

MELAI(UIGN I(EGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian I(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
I(eeiatan

Angka
Iftedit

Jumlah
Angka
I(redit

l(eterangan/
Bukti Fisik l

1 2 3 4 5 6 7 B
I
2.
3.
4.
5.

dst



ANAI( LAMPIRAN I8
PERATUMN BERSAMA
MENTERI DALAM NECERI DAN
KEPAL.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANC JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA DAN ANGI(A KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAI(UKAN
IGGIATAN PENUNJANG TUGAS POLISI
PAMONG PRAJA

SURAT PERNYATAAN

MBLAI(UI(AN I(EGIATAN PENUNJANG TUGAS POLISI PAMONG PRAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatarr
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golon gan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telal-r melakukan kegiatan penunjang tugas polisi pamong praja sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian I(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
I(egiatan

Angka
I(redit

Jumlah
Angka
Ituedit

I(eterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

d.st
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PBRATUMN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANI
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 20I4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL \
POLISI PAMONG PMJA DAN ANGKA I{REDITNYA
CONTOH
PENETAPAN ANGIG I(REDIT

PENETAPAN ANGIG I(REDIT
NOMOR:

Ditetapkan di .

Pada tanggal
ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
I(epala BI(N/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada: Nama Lengkap
1. Polisi Pamong Praja yang bersangkutan; NIP. .

2. Direktur yang membidangi tugas Pol PP I(ementerian Dalam
Negeri;

3. Itepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional l(ementerian Dalam
Negeri;

4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. I(epala Badan I(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/l(ota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

I(ETERANGAN PERORANGAN

1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I(ARPEG
4 Pangkat/ Golongan ruang TMT
5 Tempat dan Tanggal lahir
6 Jenis I{elamin
7 Pendidikan yang diperhitungkan anska kreditnya
8 Jabatan Fungsional /TMT
9 Unit I{erja

II PENETAPAN ANGI{A I(REDIT LAMA BARU JUMLAH

I UNSUR UTAMA

A Pendidikan
1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan

ffungsional Pcllisi Pamong Praja serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

_alf""d tA1l<el d a4pelati h an Praj abatan
B PeneRakan Peraturan Daerah
C Penyelenggaraan I(etertiban Umum dan I(etenteraman

Masyarakat
D Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tqgas Polisi Pamong Praja
Jumlah Unsur PSnurue4g

JUM LAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III DAPAT DIPERTIMBANGI{AN UNTUI( DINAII(I(AN DALAM JABATAN ,.,,,.... I
PANGI(AT ....., /TMT.
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PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETtrNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
REITORMASI BIROI(RASI RtrPUBLII( INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI{A I(REDI'|NYA
CONTOH
I{EPUTUSAN I(ENAII(AN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a.

Mengingat

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja

dari Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Polisi

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
4 TAI]UN 2OT4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

I(EPUTUSAN
GUB ERNUR/ BUPATT / WALr r(OTA*)

NOMOR ;.......

I(ENAII(AN JABArerv ner,eM rAB;'rTI[]t'RogoNAL poI,rsr pAMoNG pRAJA

GUBERNU R/ B UPATI / WALI I(OTA, *)

bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahrin 2OI4 dan Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan I(epala Badan l(epegawaian Negara Nomor

: : ::i: :TffiT:::tt"';&::#:?F:1"iFl.,h:l#jiHnska: 
saudara

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Q14;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI4;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan l(epala Badan l(epegawaian Negara

Nomor .....Tahun...... dan Nomor...,.Tahun.....;

b.

ke
dengan angka

dalam
kredit

I(EDUA
I(ETIGA
I(EBMPAT np"uii" k;;;;i;. h;;i i;;"t;i; i;;J"p;f k;k;ii;.'"' Juiu* k;;;*1." ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli I{eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN: 
NIP.

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP I(ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional l(ementerian Dalam Negeri;
3. I(epala Badan I{epegawaian Negaraf l(antor Regional BI(N yang bcrsangkutan; *)

4. l(epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/I(ota atau Bagian l(epegawaian
instansi yang bersangkutan; *)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. l(epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/I(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yar,g bersangkutan;")
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Coret yang tidak perlu.
n*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BERSAMA
MBNTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I{ETBNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

DARI
I{EPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

memberitahuka1. Dengan ini
Nama
NIP

dengan hormat, bahwa :

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan l(epala
Badan l(epegawaian Negara Nomor dan diminta agar Sa.udara dapat memenuhi
ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

NIP,

Tembusan:
L Direktur yang membidangi tugas Pol PP I{ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional I(ementerian Dalam Negeri;
3. I(epala Badan l(epegawaian Negara/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4. I(epala Badan I(epegawaian Daerah Provinsi/lkbupaten/l(ota atau Bagian l(epegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. I{epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

2.

3,

4.
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PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(BPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(BTENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH
I(EPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

I(EPUTUSAN
GUBERN UR/ B UPATI / WALrr(OTA*)

NOMOR : ......
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

GUB ERNUR/ BUPATI /WALII(OTA, *)

Menimbang I a. NIP

b.

jabatan.
tdnggal .:.:.:::

perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaiman.r telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2O14;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan l(epala Badan I(epegawaran Negara
Nomor ..... Tahun,..... dan Nomor...,, Tahun..... ;

Mengingat :].
2.

3.

4.

5.

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :

PERTAMA :

I(EDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

Terhitung mulai
Fungsional Polisi
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit I(erja

tanggal membebaskan sementara dari Jabatan
Pamong Praja:

**)
**)

akannpaula k";;ail n".i i;;;i;l; ;;.J;;;l k;k;ii;;; ;;i; k;;;il;;;'i;i,
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli I(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :......
pada tanggal r......

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP l(ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional I(ementerian Dalam Negeri;
3. I(epala Badan l(epegawaian Negara/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4, I{epala Badan I(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/l(ota atau eagian I{epegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredifi
6. I(epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,
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PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI{RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGIG I(REDITNYA

CONTOH
I{BPUTUSAN PBNGANGI{ATAN I(EMBALI DALAM
JABATAN F'UNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

I(EPUTUSAN
GUBERNU R/ B UPATr / WALr r(OTA*)

NOMOR;..,.,..
TENTANG

PENGANGI(ATAN I(EMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

MtrMUTUSI(AN
Menetapkan
PERTAMA

I(EDUA
I(ETIGA
I{EEMPAT

GU BERNUR/ B UPATI / WALI I(OTA, *)

a. bahwa sebagai pelaks-an-aan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor a Tahun" 2OI4,
Pellq untuk mengangkat kembali Saudara^ dalam Jabatan Fungsionai
Polisi Pamong Praja;

b.

1.

2.

3.

4.

5.

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

mengangkat kembali Pegawai Negerr Sipil:

Pangkat/ golongan ruang/TMT
Unit kerja ;;;s;; ";sk; i;;;;i; ;;il;;.Dalam jabatan
(......)

+p"ou; r."*"ai;; ;;;; ;.;;;;;; ;;;J;;;; [;k;ii'"; ;"i;; ;;;,;)."" ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestrnya.
Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimhna meslinya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4:
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan I(epala Badan l(epegawaian Negara
Nomor .....Tahun.. ... dan Nomor. ....Tahun. .. ..:

C.

d.

**)

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
i. Direktur yang membidangi tugas Pol PP l(ementerian Dalam Negeri;
2 I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional l{ementerian Dalam Negeri;
3, I(epala Badan l(epegawaian Negara/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4. I(epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/I{ota atau Bagian I(epegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. I(epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l{epala BirolBagian I(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BERSAMN
MENTERI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH
IGPUTU SAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
4 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

I(EPUTUSAN
GUBERNUR/ BUPATI / WALil(OTA*)

NOMOR : ......
TBNTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
I(ARENA DIJATUT{I HUI(UMAN DISIPLIN TINGI(AT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI I(EI(UATAN HUI(UM

TETAP/TIDAI( DAPAT MENGUMPULI(AN ANGIG I(REDIT YANG DITENTUI(AN -)

Menimbang : a.

GUBERNUR/ BUPATI / WALI I(OTA, *)

bahwa Saudara .. NIP jabatan pangkat/
golongan ruang terhitung mulai tangfal berdasirkan
keputusan- geja-!.at s-esuai dengan perundang-undangan Nomor .... .. tanggal

telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dipat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaslian
sementara*);
bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja., perlu memberhenlikan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O09;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Ol4;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan I{epala Badan I(epegawaian Negara
Nomor .....Tahun.....dan Nomor.....Tahun,....;

Mengingat :

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mutai tanggal nremberhentikan dengan
hormat dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja:

b.

I
2.
3.

4.

5.

6.

I(EDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit l(erja

**l
I**)

ini, akan r

bersangkutan

ditetapkan cli
pada tanggal

TEMBUSAN : 
NIP.

l. Direktur yang membidangi tugas Pol PP I(ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional I(ementerian Dalam Negeri;
3 l(epala Badan l(epegawaian Negara/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)
4. I(epala Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/l(ota atau Bagian l(epegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. I(epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian I(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BERSAMA
MENTBRI DALAM NEGERI DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
REFORMASI BIROI{RASI REPUBLII{ INDONESIA NOMOR
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGIG I(REDITNYA

CONTOH
I( EPUTU SAN pE NYES UA IA N / lnpA Ssl/rc
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMON(} PRAJA

Menimbang

Mengrngat

Menetapkan
PERTAMA

t

PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA DAII
4 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

I(EPUTUSAN
GUBERNU R/ B U PATr / WALr r(OTA*)

NOMOR : ......
TENTANG

PENYBSUArAN / l rPA SS/r{c
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

GUBERN UR/ B UPATI / WALII(OTA, *)

: a. bahwa Saudara .. NIP .. dengan l(eputusan.......... Nomor......, tanggal:
terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan

Polisi Pamong Praja pada ............;
b' bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan rr

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dipandang perlu
menetapkan keputusan penyesuaianf htpassirr.g dalam jabatan dan angka kredit
Polisi Pamong Praja.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Perzrturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan I(epala Badan l(epegawaian Negara

Nomor .. ...Tahun.....dan Nomor.....Tahun, .. ,.:

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

MEMUTUSI(AN :

...... Pegawai Negeri Sipil :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit l(erja

Disesuaik an/diinpassing dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(dengan huntf ) sesuai dengan lampiran lX dan X Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2Ol4;

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**)

akan

Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan unttrk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

I(EDUA
I(ETIGA

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP I(ementerian Dalam Negeri;
2. I(epala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional I(ementerian Dalam Negeri;
3. I(epala Badan I(epegawaian Negara/I(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

4. I(epala Badan I(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/l(ota atau Bagian I(epegawaian
instansi yang bersangkutan; *)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. I(epala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/l(epala Biro/Bagian I(euangan Daerah

yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK II{DONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang '. a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan
peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, perlu
menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
dan Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 304 1), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 512,1);

Mengingat 1.

b.

2.

3. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tatrun 20oo tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 194, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubatr dengan Perahrran
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OOg (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor L22, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OOZ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aL92l;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4OL7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor LZ Tahun 2OO2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Irembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O19);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tatrun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, P€mindatran, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 15, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +2631,
sebagaimana telah diubah dengan Perahrran
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16a);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Frovinsi, dan Pemerintatran
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambatran kmba.ran
Negara Republik Indonesia Nomor aBTl;

4.

5.

6.

7.

8.

9. Perahrran ...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun zoo7 tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ara\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2o1o tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan trmbaran
Negara Nomor 509a);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Talrun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s13s);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol l tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2oLL Nomor L2L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

13. Peraturan Presiden Nomor +T Tatrun 2oog tentang
Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubatr teralrtrir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tatrun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 20 13
Nomor 12S);

t4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tatrun 2OlO tentang
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan organisasi, T\rgas, dan F\rngsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana tetah beberapa kati
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor s6
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL3 Nomor L26);

15. Keputusan Presiden Nomor BT Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil
sebagaimana tetah diubah dengan Peratrrran Presiden
Republik Indonesia Nomor 9T Tatrun 2oL2 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 23s);

16. Keputusan Presiden Nomo r s9 /p ratrun 20 I I ;
MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA
KREDITI{YA.

BAB I ...



-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional polisi pamong praja yang
selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional pol pp,
adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruarlg
lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat pol pp,
adalah anggota satuan Polisi Pamong praja sebagai
aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai
Negeri sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungiawab,
wewenaDg, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan
peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

3. satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya
disingkat satpol PP, adalah bagian perangkat daerah
dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan
masyarakat.

4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat perda,
adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan
daerah kabupaten I kota.

5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur
dan / atau peraturan bup ati / walikota.

6. Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,
dan teratur.

7. Tim Penilai Angka Kredit Pol pp, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan
dan menilai prestasi kerja Pol pp.

8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan
yang harus dicapai oleh por pp dalam rangka
pembinaan karir yang bersangkutan.

9. Karya ...
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9. Karya Tulis lKarya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembang?D, dan hasil kajian/penelitian
yang disusun oleh pol pp baik perorangan atau
kelompok di bidang tugas pol pp.

10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi pol pp
yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-
prinsip profesionalisme dan etika pol pp.

1 1. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan
yang diberikan oleh pemerintah bempa Satya Lancana
Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun
penyidik dan detektif.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai
pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan
penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenterarnan
Masyarakat.

(21 Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
T\rgas Pokok

Pasal 4

T\rgas pokok Pol PP yakni Penegakan perda d.an
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenterarnan
Masyarakat.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional pol pp yaitu
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
mempunyai tugas, antara lain:

a. menyusun...
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a. men]rusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan
teknis Jabatan Fungsional pol pp;

b. men]rusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Pol PP;

c. menJrusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Pol PP;

d. menyusun pedoman penulisan Karya Ttrlis/Karya
Ilmiah di bidang tugas pol pp;

e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
(diklat) fungsionarlteknis Jabatan Fungsional pol
PP;

f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis bidang
tugas Pol PP;

g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Pol PP;

h. menganalisis kebutuhan diklat fungsionaJ/teknis di
bidang tugas Pol PP;

i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional pol pp,

ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
j. mengembangkan sistem informasi Jabatan

Fungsional Pol PP;

k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional Pol PP;

l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pol
PP;

m. memfasilitasi pen]rusunan dan penetapan kode etik
dan etika profesi Pol PP; dan

n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pol PP.

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
F\rngsional Pol PP secara berkala sesuai dengan
perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri
yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

BAB IV...
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BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGI(AT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:

a. Pol PP Tingkat Terampil; dan

b. Pol PP Tingkat Ahli.

(2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang
paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Pol PP Pelaksana Pemula;

b. Pol PP Pelaksana;

c. Pol PP Pelaksana lanjutan; dan

d. Pol PP Penyelia.

(3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling
rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Pol PP Pertama;

b. Pol PP Muda; dan

c. Pol PP Madya.

(4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP

Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
yaitu:

a. Pol PP Pelaksana Pemula:

Pengatur Muda, golongan ruang Il I a.

b. Pol PP Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll I c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
c. Pol PP Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III /a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
d. Pol PP Penyelia:

1. Penata, golongan ruangllllc; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional pol pp

Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (g),
yaitu:

a. Pol PP Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III f a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pol PP...



(6)

(7)

-B-

b. Pol PP Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Pol PP Madya:

1. Pembina, golongan ruang lY / a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IY /c.
Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang
Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit
yang ditetapkan.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang
jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai
dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol
PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas sub unsur:

a. pendidikan;

b. penegakan Perda;

c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat; dan

d. pengembanganprofesi.

(3) sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar /ijazah;
b. diklat fungsionallteknis di bidang tugas pol pp dan

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

c. diklat Prajabatan.
(a) Sub ...

(1)

(21
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(4) sub unsur penegakan perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. pelaksanaan penindakan yustisi
b' pelaksanaan penindakan non yustisi; dan
c. evaluasi penegakan perda dan peraturan Kepala

Daerah.

(5) sub unsur penyelenggaraan Ketertiban umum dan
Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c,
terdiri dari:

a. pembuatan rencana induk (master plan);

b. pelaksanaanpatroli;

c. pengamanan dan pengawalan;

d. pengendalian massa;

e. pendeteksian dini; dan

f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta
penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

(6) sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2)
huruf d, terdiri dari:

a. pembuatan Karya Trrlis/Karya Ilmiah di bidang
tugas Pol PP;

b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya
di bidang tugas Pol pp; dan

c. penyusunan buku pedomanl ketentuan
pelaksanaanfketentuan teknis di bidang tugas pol
PP.

(7) unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l;
huruf b merupakan kegiatan yang mendukurrg
pelaksanaan tugas Pol pp, terdiri atas:

a. pengajar/ pelatih pada diklat fungsio nal, /teknis ,ci
bidang tugas Pol pp;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang tugas Pol pp;

c. keanggotaan dalam Organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim penilai;

e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; ,Can

f. perolehan tjazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(8) Rincian ...
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(8) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing
unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (6) diberikan angka kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(9) Angka kredit kegiatan sub unsur sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) dan (5) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan angka kredit paling
tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil
kegiatan.

BAB VI
UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM

PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub
unsur, sebagai berikut:

a. Penegakan Perda, meliputi:

1. melakukan tindakan yustisi;

2, menjadi saksi dalam penyidikan;

3. menjadi saksi dalam persidangan;

4. melakukan tindakan non yustisi;

5. mengikuti sosialisasi Perda/ Peraturan Kepala
Daerah;

6. melakukan analisis aspek sanksi dalam
penegakan Perda;

7 . mengikuti penyusunan Perda/ Peraturan Kepala
Daerah; dan

8. mengevaluasi permasalahan penegakan
Perda/ Peraturan Kepala Daerah.

b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrarnan
Masyarakat, meliputi:

1. menyusun rencana program;

2. melakukan evaluasi kegiatan;

3. melakukan patroli;

4. melakukan pengamanan;

5. melakukan pengawalan;

6. melakukan pengendalian massa;

7. melakukan deteksi dini;

8, melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas.
dan

9. melakukan ...
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9. melakukan mobilisasi linmas.

(21 Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (21 diberikan nilai
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pol PP yang melaksanakan kegiatan pengembangan
profesi dan penunjang tugas Pol PP diberikan nilai
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang

sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

atau ayat (2), maka Pot PP yang berada satu tingkat di
atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

(21 Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 1 1

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah
jenjang jabatannyo, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas
jenjang jabatannyd, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen) dari

Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pada awal, tahun setiap Pol PP wajib men5rusun Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1

(satu) tahun berjalan.

(2) SKP ..,



(2)
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SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai
dengan j enj ang j abatannya.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dan/atau atasan langsung.

Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan
ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang
harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatanlpangkat Pol PP, untuk:

a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan
SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma
II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma
III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1)

atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. paling rendah 8Oo/o (delapan puluh persen) Angka
Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk
unsur pendidikan; dan

b. paling tinggi 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.

(4)

(1)

(21

Pasal 14 .,.



(1)
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Pasal 14

Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan
pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan
ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling
kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan
profesi.

Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang
akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/ d, Angka Kredit yang disyaratkan paling
kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan
profesi.

Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol

PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang lY la,
Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan
paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV lc, Angka Kredit yang

disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub

unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

(1) Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dartlatau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan dan I atau pangkat berikutnya.

(2\ Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang

didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya
diwajibkan mengumpulkan paling rendah 2}o/o (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan da:ltlatau
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
pokok.

(2\

(3)

(4)

(s)

Pasal 16 ...



(1)

(2)
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Pasal 16

Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya,
wajib mengumpulkan paling rendah 1O (sepuluh) Angka
Kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IY lc, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya,
wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh)
Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi.

Pasal 17

Pol PP yang secara bersama-sama membuat Karya
Tlrlis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan
Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kreditnya yaitu 600/o (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 4oo/o (empat puluh
persen) bagi penulis bantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25o/o

(dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kreditnya yaitu 4Oo/o (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 2Oo/o

(dua puluh persen) bagi penulis bantu.

Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka
Kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan
Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
(DUPAK).

Setiap Pol PP mengusulkan secara hirarki kepada
atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pol PP yang dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS ditetapkan.

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

BAB VIII ...



1.

2.
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BAB VIII
PE.JABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat
eselon II yang ditunjuk yang membidangi pol pp bagi pol
PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b dan pangkat Pembina utama Muda golongan ruang
IY /c, di lingkungan Provinsi dan KabupatenlKota.

Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana pemula
pangkat Pengatur Muda golongan ruang lr I a sampai
dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang rrr/a sarnpai dengan pol
PP Madya pangkat Pembina golongan ruang lY la di
lingkungan Provinsi.

Kepala Satpol PP Kabupaten lKota bagi Pol PP Pelaksana
Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang Il I a
sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang rrl I a sampai dengan pol
PP Madya pangkat Pembina golongan ruang lY la di
lingkungan Kabupaten/ Kota.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi
Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai pusat.

Tim Penilai bagi Kepala satpol PP provinsi, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

Tim Penilai bagi Kepala satpol PP Kabupaten f Kota, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten I Kota.

3.

a.

b.

c.

Pasal 2 1



(1)

(21

(3)

(6)

(71

(4)

(s)
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Pasal 2 1

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan
pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pol pp,
untuk Tim Penilai Pusat.

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pol
PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten lKota.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. seorang sekretaris merangkap anggota;

d. paling kurang 4 (empat) anggota.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hun.f c,
harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim
Penilai Provinsi dan Tim Penilai KabupatenlKota.

Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki
kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.

Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai
prestasi kerja Pol PP; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 22

Apabila Tim Penilai KabupatenlKota belum terbentuk
karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim
Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit
Pol PP dapat dimintakan kepada Tim penilai
Kabupaten lKota lain terdekat atau Tim Penilai provinsi
atau Tim Penilai Pusat.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim penilai yang
ditentukan, maka penilaian Angka Kredit pol pp dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat
atau Tim Penilai Pusat.

(1)

(21

(3) Pembentukan ...
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(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim penilai
ditetapkan oleh:

a. Direktur Jenderal Pemerintahan umum atau pejabat
eselon II yang ditunjuk yang membidangi pol pp
untuk Tim Penilai Pusat.

b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

c. Kepala satpol PP KabupatenlKota untuk Tim penilai
Kabupaten/ Kota.

Pasal 23

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim penilai datam 2
(dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim
Penilai Pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara
Pol PP ditetapkan oleh Menteri
pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Pol pp diajukan oleh;

1. Kepala satpol PP Provinsi, Kepala satpol pp
Kabup aten /Kota kepada Direktur Jenderal
Pemerintahan umum atau pejabat eselon II yang
ditunjuk yang membidangi pol pp bagi pol pp Madya
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan
pangkat Pembina utama Muda golongan ru.ang IV/c, di
lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Sekretaris satpol PP provinsi kepada Kepala Satpol pp
Provinsi bagi Pol PP Pelaksana pemula pangkat pengatur
Mudh golongan ruang lr / a sampai dengan pol pp
Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d
dan Pol PP Pertama pangkat penata Muda golongan
ruang rrr I a sampai dengan pol pp Madya pangkat
Pembina golongan ruang ly / a, di lingkungan provinsi.

penilaian Angka Kredit
Dalam Negeri selaku

3. Sekretaris ...



- 18 -

3. Sekretaris satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala
satpol PP Kabupaten/Kota pol pp pelaksana pemula
pangkat Pengatur Muda golongan ruang rr I a sampar
dengan Pol PP Penyelia pangkat penata Tingkat I
golongan ruang rrr/d dan Pol pp pertama pangkat
Penata Muda golongan nang llr I a sampai dengan pol
PP Madya pangkat Pembina golongan ruang lV /a, di
lingkungan Kabupaten/ Kota.

Pasal 26

(1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pot Pp
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang benvenang menetapkan Angka
Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang
bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan
Fungsional Pol PP adalah pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pengangkatan pertama kati dalam Jabatan Fungsionai
Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat
dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan
ruang II / a;

c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk
laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan

f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir;

(21 Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsinal
Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah ...



b.

c.
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a. berijazah paling rendah Sadana (s1)/Diploma IV di
bidang Ilmu Pemerintahan, sosial, poritik, Hukum,
Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi
pembina;

pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang lll I a;

tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk
laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar pol pp; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk
mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional pot pp
melalui pengangkatan Calon pNS.

Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional pol pp
setelah diangkat sebagai pNS paling lama 3 (tiga) tahun
harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar pol pp,

PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun
harus diangkat dalam Jabatan Fungsional pol pp.

Pasal 29

Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat:

a. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat (1) dan
ayat (2);

b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional pol pp;

c. memiliki pengalaman di bidang tugas pol pp paling
kurang 2 (dua) tahun; dan

d. usia paling tinggi SO (lima puluh) tahun.
Pangkat yang ditetapkan bagi pNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (l ) adalah sama dengan pangkat
yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

Pasal 30 ...
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Pasal 30
(1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah

sarjana (sl)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan
Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tersedia formasi untuk Pol pp ringkat Ahli;
g. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang

Ilmu Pemerintahan, sosiologi, Politik, Hukum, dan
Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi
pembina;

b. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat
Ahli; dan

c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang
ditentukan.

(2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkar menjadi pol
PP Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 650/0

(enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari
diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi
ditambah Angka Kredit ijazah sarjana (sl)/Diploma IV
dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari
unsur penunjang.

BAB X
KOMPETENSI

Pasal 3 1

(10) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pol
PP yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus
uji kompetensi.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina
Jabatan Fungsional pol Pp

BAB XI
FORMASI

Pasal 32

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan pNS dalam
Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan
formasi Jabatan Fungsional pol pp yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah masing-masing setelah mend.apat
persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggunglawab di bidang pendayagunaan Aparatur
Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan ...
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(21 Penetapan formasi Jabatan Fungsional pol pp
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada
indikator antara lain:

a. Kriteria Llmum, meliputi:

1. jumiah penduduk;

2. luas wilayah;

3. jumlah APBD; dan

4. rasio belanja aparatur,

b. Kriteria teknis bagi pemerintah provinsi, meliputi:

1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;

2. jumlah Perda;

3. kondisi geografis;

4. aspek karakteristik daerah;

5. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
dan

6. jumlah kabupatenlkota.

c. Kriteria teknis bagi pemerintah kabupaten/ kota,
meliputi:

1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;

2. jumlah Perda;

3. jumiah Peraturan Kepala Daerah;

4. kondisi geografis;

5. aspek karakteristik daerah;

6. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;

7. jumlah kecamatan; dan

8. jumlah desa/kelurahan.

d. Kriteria umLlm dan kriteria teknis sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatur lebih
lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan
instansi pembina.

BAB XII
PEMBEBASAN StrMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Pertama

Pembebasan Sementara

Pasal 33 ...



(1)
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Pasal 33

Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang
lr / a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat penata
golongan ruang III/c, dan Pol PP pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruan g rrr / a sampai dengan pol
PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b, dibebaskan sementara dari jabatanflya, apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) rahun sejak diangkat
dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan
jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya
tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh)
Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang IY lc, dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak
dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi.

selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ayat (2lr, dan ayat (3) Pol PP dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pol PP;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
atau

d, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 34

Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 3g ayat (1), ayat (2]l, dan ayat (3)
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional pol
PP setelah mengumpulkan Angka Kredit yang
ditentukan.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2) Pol PP ...
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Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalarn pasal 83 ayat
(4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang
berwajib telah selesai atau telah ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak
bersalah.

Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) hunrf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP

paling tinggi berusia 5a (lima puluh empat) tahun.

Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di
luar tanggungan negara.

Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan
Angka Kredit terakhir yang dimitikinya dan ditambah
Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan
sementara.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang
dimiliki.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang
dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari
pengembangan profesi yang diperoleh selama
dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pol PP diberhentikan dari jabatanrya, apabila:

(s)

(3)

(4)

(7)

(8)

(6)

a. Dalam ...
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a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/ parrgkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (21, dan ayat (3) tidak dapat
mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35,
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundan g-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

(1) Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berar
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai
dengan jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinitai sesuai
dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
PE NYES UAIAN (//VPASS/IVq

Pasal 38

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini
telah dan masih melaksanakan tugas pol pp dapat
disesuaikan (inpassingl dalam Jabatan Fungsional pol
PP.

(2) PNS yang disesuaikan (fnpass ing) dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

a. berij azah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
b. pangkat paling rendah pengatur Muda, golongan

ruang II I a;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. Memiliki ...
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d. memiliki pengalaman di bidang pol pp paling
kurang 2 (dua) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani;
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(3) PNS yang disesuaikan (fnpassingl dalam Jabatan
Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. berijazah paiing rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang lll I a;
c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling

kurang 2 (dua) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(4) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassingl
dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil dan
Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya
berlaku sekali selama masa penyesuaian (fnpassingl.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Untuk kepentingan dinas dan/ atau peningkatan
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pol Pp
dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan
yang ditentukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 4 1

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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LAMPIRA}I I
PERATURAil MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPIJBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2OI4

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRA"IA TINGKAT TERAMPIL

NO UNSUR sttB uNsttR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL
ANGI(A
KRTDIT PELAIGAT{A KDGIATAN

1 2 3 4 5 6 7

I Pendidikan A. Pendidikan sekolah dan
m emp erol eh Ij azah / gelar

mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar:

t Sarjana muda/D III ljazah 60 Semua jenjang

2 SMKi SMA Ijazah 25 Semua jenjang
B. Diklat Fungsional/Teknis di

bidang tugas Pol PP dan
Memperoieh Surat Tanda Tamat
Pendicl ikan dan Pelatihan
(ST|PP) ir.tau sertifikat

mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertihkat:

I Llrmiur,\'lr lcbih 960 janr Serilhkat r5 Senrua jenlang

2 Larnanya amtara 641 - 960 jam Sertihkat 9 Semua jenjang

3 Lamanl'a alta-ra 4BI - 6a0 jam SertilLkat 6 Semua jenjang

4 Lamanya antara 16I - 480 jam Sertifikat 3 Semua jenjang

5 Lamanyaantara 8l - 1601am Sertifrkat 2 Semua jenjang

6 l^amanya antara 30 - 80 jam Sertifikat I Semua jenjang

7 l"amanya antara 10 - 29 jam Sertifikat 0,5 Semua jenjang
C. Diklat Prajabatan Pra abatan tingkat II Sertifrkat 2 Semua jenjang

II Penegakan Perda A.

B.

melaksanakan penindakan
yustisi

I melaksanakan tindakan yu stisi Laporan/Berita Acara o,678 Penvelia
Laporan/Berita Acara o,4r4 P. Laniutan
l,aporan/Berita Acara 0,128 Pelaksana
Laporcn/Berita Acara o,l7 | Pemula

2

3

menjadi saksi dalam proses penyidikan Laporan/Kegiatan 0,009 Penvelia
Laporan/Kegiatan 0,012 P. Laniutan
I-aporan/Kegiatan 0,03 Pelaksana
Laporan/Kegiatan 0,06 Pemula

menjadi saksi dalam proses persidangan l.aporan/Kegiatan 0,009 Penyelia
Laporan/Kegjatan o,ol2 P. I^anjutan
Laporan/Kegiatan 0,03 Pelaksana
Laporan/Kegiatan 0,06 Pemula

Pelaksanaan tindakan Non
Yustisi

I melakukan tindakan non yustisi Laporarr 0.14 Penyelia
Laporan 0,05 P. Laniutarr
Laporan o.o2 Pelaksana
Laporan 0,015 Pemula
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NO UNSUR SI'B UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL
AI{GI(A
KREDIT PELAKSANA KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7

C I\lengevaluasi pent' galiern Per da
clan Peraturan Kenala Daerah

i lvlengikuti sosialisasi Percla/Peraturan Kepala Daerah Laporal 0,1 Perrvelirr

Laporan 0,05 P. Laljutan
Laporan o,o2 Pelaksana
Laporan 0,015 Pemula

III Penyelenggaraan
Ketertiban Umum
Dan Ketenteraman
Masyarakat

A. Membuat rencana induk llvlaster
PIan)

I
L Menl'u sun rencana prograrn Rancangan/Pedoman 0,4 Penyelia

Rancangan /Pedoman o,2 P. Lanjutan
Rancangan/Pedoman 0,08 Pelaksana
Rancangan/Pedomarr 0,06 Pemula

2 Melakukan evaluasi kegiatan Laporan o,2 Penvelia
["aporan o,l P. Laniutan
Laporan 0,04 Pelaksana
Laporan 0,03 Pemula

B. Melakukan patroli I Melakukan patroli Laporan/Patroli 0,14 Penvelia
laporan/Patroli 0,035 P. Laniutan
Laporan/Patroli 0,028 Pelaksana
LaporanlPatroli 0,056 Pemula

C. Melaksanakan pengamanan dan
pengarvalarr

I Melakukan pengamanan Laporan/Pengamanan 0,16 Penvelia
Laporan /Pengarnanan 0,08 P. Lanirrtan
Laporan / Pen garn zrn all 0,032 Pelaksana
Larloran/Pengamanan o,o24 Pemula

2 Melakukan pengawa.lan Laporan/Pengawalan 0,14 Penyelia

I-aporan/Pengawalan 0,07 P. Laniutan
l-aporanlPengawalan 0,28 Pelaksana

L,aporan/Pengawalan 0,056 PemuIa
D.

Melakukan pengendalian massa
I Melakukan pengendalian massa Laporan/Kegiatan o.l Penyelia

Laporan/Kegiatan 0,08 P. Laniutan
Laporan/Kegiatan 0,032 Pelaksana
IaporanlRegiatan o,o24 Pemula

E. Melaksanakan deteksi dini I Melaksanakan deteksi dini l,aporan/Data 0.4 Penyelia
l,aporan/Data 0,24 P. I^aniutan
Laporan/Data 0,96 Pelaksana
l,aporan/Data o,o72 Pemula

F Memfasilitasi dan melakukan I Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas Laporan/Kegiatan 0,84 Penyelia
pemberdayaan kapasitas serta
menyelenggarakan perlindungan
masvarakat

Laporan/Kegiatan o,42 P. Laniutan
Laporan/Kegiatan 0,168 Pelaksana
laporan/Kegiatan o,126 Pemula

2 Melakukan mobilisasi linmas [.aporan 0,04 Penvelia
Laporan o.o2 P. l.anjutan
I-aporan 0,008 Pelaksana
Laporan 0,006 Pemula
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NO UNSIIR ST'B TINSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL
ANGI{A
KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7

IV. Pengembangan
Profesi

I Pembu atan Kan'a'irrlis / Karva
Ilmiah di bidang tugas Pol PP

I Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan
evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8,O0 Semua Jenjang
b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang Majalah 4,00 Semua Jenjang

2 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan
evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku Buku 7,00 Semua Jenjang

b) makalah Makatah 3,50 Semua Jenjang

3 Membuat Karya Tulis/Karya Ilrniah berupa tinjauan atau ulasan ilmiatl
dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam
bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8,00 Semua Jenjang

b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional Majalah 4,00 Semua Jenjang

4 Membuat Karya Tulis/Karya Ilniah berupa tinjauan atau ulasan itmiah
dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan,
dalam bentuk:

a) buku Buku 7,OO Semua Jenjang

b) makalah Makalah 3,50 Semua Jenjang

5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan
melalui media massa

Buku
2,OO

Semua Jenjang

6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di
bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilrnisfu

Naskah
3,OO

Semua Jenjang

2 Penerj emahan / penyadurarr
buku dan bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

1 Menerjematrkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7,00 Semua Jenjang

b) majalah ilmiah yang dialrui oleh instansi yang berwenang Majalatr 3,50 Semua Jenjang

2 Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak
dipublikasikan, dalan bentuk:
a) buku Buku 3.00 Semua Jenjang

b) malcalatr Makalah 1,50 Semua Jenjang

3 Membuat abstrak tulisam di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam
penerbitan

Maf€Iah
2,O0

Semua Jenjang

3 Pen5rusunan buku
pedoman/ketentuan
pelaksanaan / ketentu an teknis
di bidang tugas Pol PP

I Membuat bulnr pedoman di bidang tugas Pol PP Buku 2,00 Semua Jenjang

2 Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP Juklak 2,OO Semua Jenjang

3 Membuat ketentuan telcnis di bidang tugas Pol PP Juknis
2,OO

Semua Jenjang

v Penunjang T[gas Pol
PP

I Pengajar/pelatih pada diklat
fungsional/teknis di bidang
tugas Pol PP

Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP SK 0,50 Semua Jenjang



NO TINSI'R ST'B ITNSI'R BUTIR. I(DGIATAI{ SATUAN HASIL ANGI(A
KREIJIT PELAKSAI{A I{DGTATAN

1 2 3 4 D 6 7
2 Peran serta dalam

seminar/lokakary a I konferensi
di bidang tugas Pol PP

I Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:
a) Penyaji SK/Sertifikat 3,00 Semua Jeniang
b) Pembahas SK/Sertifikat 2,OO Semua Jenjang

c) Peserta SK/Sertifikat 1,00 Semua Jenjang

2 Mengikuti delegasi ilmi4ft pertemuan nasional sebagai:

a) Ketua SK/Sertifikat 2,OO Semua Jenjang

b) Anggota SK/Sertifikat r,o0 Semua Jenjang
3 Mengikuti delegasi i I m i ah pertemuan internasional sebagai:

1) Ketua SK/Sertifikat 3,00 Semua Jenjang
2l Anggota SK/Sertifikat 2,00 Semua Jenjang

3 Keanggotaan dalam Organisasi
Profesi

I Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:

a) Pengurus Aktif SK 1,00 Semua Jenjang
b) Anggota Alctif SK o,75 Semua Jenjang

2 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota, sebagai :

a) Pengurus Aktif SK 0,50 Semua Jenjang
b) Anggota Aktif SK 0,35 Semua Jenjang

4 Keanggotaan dalarn Tim Penilai Mer 'jadi Anggota Tim Penilai sebagai:

I Ketua/Wakil ketua Setiap Tahun 1,00 Semua Jenjang
2 Anggota Setiap Tahun o,75 Semua Jenjang

5 Perolehan Penghargaan/ Tanda
Jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya l.ancana Karya Satya:

1 3O (tiga puluh) tahun lebih Penghargaan 3,00 Semua Jenjang
2 2O (dua puluh) tatrun Penghargaan 2,OO Semua Jenjang
3 1O (sepuluh) tahun Penghargaan 1,00 SemuaJedang

6 Perolehan iiazah/gelar
kesarl'anaan lainnya

Memperoleh ijazah I gelar yang tidak sesuai bidang tu gasnya:

I Diploma III Ijazab,/Gelar 3,00 SemuaJenjang
2 Diploma II IjazahlGelar l,o0 Semua Jenjang

Kepal

i dengan aslinya
IAN PANRB
ikasi dan Informasi Publik,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

RYATMAN
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RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUHGSIOITAL POLISI PAMONG PRA.'A TINGI(AT AIILI

LA"IIPIRAIV II
PERATI'RAN MENTERI PENDAYAGT'NA.AN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPT'BLIK INDONESIA

IIOMOR 4 TAHUN 2OL4

TENTA.ITGJABATANFUNGSIoNALPoLISIPAIIoNGPRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

BUTIR KBGIATAN SATUAI{ IIASTL
AilGI(A
I(REDIT

PELAKSAilA
I(EGIATAIINO UNSI'R SUB II$SUR

5 6 7
1 2 3

I Pendidikan A. Pendidikan sekolatr dan
memperoleh ij azah / gelar

Mensikuti pendidikan sekola.h dan memperoleh U azah / gelar:

I Doktor (S3) ljaza}: 200 Semua jenjang

2 Pasca Sarjana (S2) Ijazah 150 Semua jenjang

3 Sarjana (Sl)/Diploma [V (D M ljazah r.00 Semuaienjang

B.
Dildat F\ngsional /Teknis di
bidang tugas Pol PP dan
Memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
sertifi.kat

g tugas Pol PP dan MemPeroleh Surat

Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

1
Sertifi.kat 15 Semua jenjang

2
Sertifikat 9 Semuajenjang

3 Lamanya antara 481 - 6aO jam Sertifikat 6 Semua ieniang

Sertifi.kat 3 Semua jeujang
!
5

r amanuq onfaro 151 - 4RO iarn

Iamanyaantara 81 - 160jam Sertifikat 2 Semuajenjang

6 Lsmanyaantara 3l - 80 jam

Lamanyaantara f0 - 30jam

Sertifikat I Semua ieqiang

Sertifikat o,5 Semua ienjane
7

Sertifikat 2 Semua jenjang
c. Diklat Prajabatan MCD

TI
srKuu lJlKlaE rTajaDatalr urrgKaL ur
melaksanakan tindakan nrstisi I^aporan/Berita Acara L,32 Madya

IT Penegakan Perda A.

B.

c.

melaksanakan penindakan
yustisi Laporan/Berita Acara 0,92 Muda

laprlranlF}efia Acara 0,53 Pertama

Iaporan/Kegiatan 0,09 Madya
2

3

menjadi salcsi dalnm Proses peuyidikart
t^qoran/Kegiatan 016 Muda

laporan/KSg4tan- 0.03 Pertama

menjadi saksi dalam Pros€s persidangan Laporan/Kegiaten 0,09) Madya

Ieporan/Kegiafan 0,06 Muda

Iaporan/Keg4taq 0,03 Pertama

laporan 0,93 Madya
Pelaksanaan tindakan Non
Yustisi

I

I

l+pqratr 0,52 Mud^e

Laporan 0,1I Pertana

It----.'aft r aoi nralaalron Drrrl Melakulcan andisis aspek sanksi dalam Perda Data/LaPoran o,24 Madfta
1v.w6vrB5

ilan Perahrran Kepala Daerah Data/IaPoran o,16 Muda

Data/lnPoran 0,1 Pertema

Data/IaPoran 0.33 Madya
2 Mctakukan evaluasi permasalatran penegakan perda

Data/l,aPoran 0.34 Muda

3 a laporan 0,09 Madya

laporart 0,06 Muda
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL
ANGI(A
KREDIT

PELAITSANA
KEIGIATAN

I 2 3 4 5 6 7
t1T Nlengikuti sosialisasi Perda/Peral Lr rarl Iiel>ala Daerah Laporan 0, 15 Madya

Laporan o, I Muda
Laporan 0,05 Pertama

5 Mengikuti penyusunan Perda/ Perkada Laporan/ Peraturan o,l5 Madya
Laporan/Peraturan 0,1 Muda

III Penyelengga-raan
Ketertiban Umum
Dan
Ketenteraman
Masyarakat

A. Membuat rencana induk
(Master PIan)

I Men5rusun rencana program Rancangan/Pedoman 0,9 Madya
Rancangan/Pedoman 0,6 Muda
Rancangan/Pedoman 0,2 Pertama

2 Melakukan evaluasi kegiatan Laporan 0,39 Madva
laporan o,26 Muda
[,aporarr 0,1 Pertama

B. Melakukan patroli 3 Melakukan patroli Laporan/Patroli o,48 Madva
Laporan/Patro[ o,32 Muda
Laporan/Patroli 0,05 Pertama

c. Me laksanakan p engam anan
dan pengawalan

4 Melakukan pengamanan LaporanlPengamanan 0,72 Madya

Laporan/Pengamanan 0,48 Muda
Laporan/Pengarnanan 0,1 I Pertama

5 N{ t'l aku kan penga'*'alan Laporan/Pengarvalam o,2r Madya

Laporan/Pengau'alan 0, t4 Muda

Laporan/Pengawalan 0,07 Pertama

D. Melakukan p en gend alian
InASSA

6. Melakukan pengendalian massa l"aporan/ Kegiatarr 0,54 Madya

Laporan/Kegiatan o,26 Muda

Laporan/Kegiatan 0,1 Pertama

E.
Melaksanakan deteksi dini

7. Melaksanakan deteksi dini l,aporan/Data r.t7 Madya
laporan/Data 0,38 Muda
Laporan/Data 0,04 Pertama

F Memfasilitasi dan melakukan
pemberdayaan kapasitas serta
menyelenggarakan
p erlindungan masyarakat

8. Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas Laporan/Kesiatan 2,19 Madva
Laporan/Kegiatan 2,56 Muda

Laporan/Kegiatan 0,75 Pertama

9. Melakukan mobilisasi linmas laporan o,87 Madya

[a.poran 0,5 Muda
laporan 0,04 Pertama

Iv. Pengembangan
Profesi

1 Pembuatan Karya T\rlis/ Karya
Ilmiah di bidang tugas Pol PP

I Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan
evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8,00 Semua Jenjang

b) majalah ifmiatr yang diakui oleh instansi yang berwenang Majalalr 4,O0 Semua Jenjang

2 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan
evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku Buku 7,00 Semua Jenjang

b) makalalr Makalah 3,50 Semtta Jenjang
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IYo uilsItR SI'B I'!TST'R BUTIR I(DGIATAIT SATUAI{ HASIL ANGKA
KREDIT

PELAI$ANA
I(EGIATAN

I 2 3
J

4
Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan
gagasan sendiri di bidaile tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:

5 6 7

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8,00 Semua Jenjang
b) mqialah ilmiah yang diakui secara nasional Majalah 4,00 Semua Jenjang

4 Membuat Karya T\.tlis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilrniah dengan
gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam
bentuk:

a) buku Buku 7,00 Semua Jenjang
b) makalah Makalah 3,50 Semua Jenjang

5 Membuat tulisan ilmiatr populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui
media massa

Buku
2,OO

Semua Jenjang

6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di
bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah

Naskah
3,00

Semua Jenjang

2 Penerjemahan/ penyadurarr
buku dan'bahan lainnya di
bidang tugas Pol PP

I Menedemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PPyang dipublikasikan,
dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7,00 Semua Jenjang
b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang M4afah 3,50 Semua Jenjang

2 Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak
dipublikasikan, dalam bentuk:

al bukr"r Buku 3.O0 Semua Jenjang
b) makalah Makalatr 1,50 SemuaJeniang

3 Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan Malcalatr
2,OO

SemuaJenjang

3 Pen5rusunan buku
pedoman/ketentuan
pelalcsanaarr / ketentrian tekni S

di bidang hrgas Pol PP

t Membuat bukr pedoman di bidang tugas Pol PP Buku
2,OO ScmuaJenjang

2 Membuat ketrntuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP Juldek
2,OO .SemuaJenjang

3 [{e'm[ugf ketenhran tcknis di bidang tugas Pol PP Juhis 2rffi ScnuaJeojang
v Penunjang T\rgas

Pol PP
I Pengqiar/pelatih pada diklat

fungsional/teknis di bidang
hrgas Pol PP

Mengajar/ E€latih pada diklat fungsional/telcnis di bidang hrgas Pol PP SK 0,50 ScmuaJerrjang

2 Peran Serta {qlnrn
seminar / lolcalcarya/ konferen si
di bidang hrgas Pol PP

I Mengikuti scminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:

4 Penyaji SK/Scrtifikat 3,00 ScmuaJeajang
b) Pembahas SK/Scrtifikat 2,00 SemuaJenjang
cl Peserta SK/Sertifikat 1,00 ScnuaJcojang

2 Mengikuti delegasi ihiah pertcmuan nasional sebagai

4 Kehra SK/Scrtifkat 2,OO ScmuaJcnjang
bl furggota SK/Scrtifkat -.;:r,f . 1,00 ScmuaJenjang

3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional scbagai:

U Kenra SK/Sertifikat 3,00 SemuaJenjang
2l Anggota SK/S€rtilikat 2,OO ScmuaJenjang



-4

NO TINSUR SI'B UNSUR BUTIR KDGIATAII SATUAIT IIASIL ANGI{A
KREDIT

PELAKSANA
KFEIATAN

1 2 3 4 5 6 7
3 Keanggotaan daiam Organisasi

ft'ot'esi
I Menj acli Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:

a) Pengurus Aktif SK I,00 Semua Jenjang
b) Anggota Aktif SK o,75 Semua Jenjang

2 Menj adi An ggota Organisasi Tin gkat Provin si/ Kabupaten / Kota, seb agai:

a) Pengurus Aldif SK o,50 Semua Jenjang
b) Anggota Aktif SK 0,35 Semua Jenjang

4 Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi Anggota Tim Penilai sebagai:

I Ketua/Wakil ketua Setiap Tatrun 1,00 Semua Jenjang
2 Anggota Setiap Tahun o,75 Semua Jenjang

5 Perolehan Penghargaan / Tanda
Jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:

I 30 (tiga puluh) tatrun lebih Penghargaan 3,00 Semua Jenjang
2 20 (dua puluh) tahun Penghargaan 2,OO Semua Jenjang
3 l0 (sepuluh) tahun Penghargaan l,o0 Semua Jenjang

6 Perolehan ijazah / gelar
kesarianaal lainnva

Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:
I Dok'tor (S3) Ijazah/Geiar 15,00 Semua Jenjang
2 Pasca Sarjana (S2) Ijazah/GeIar 10,00 Semua Jenjang
3 Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) ljazah/Gelar 5,00 Semua Jenjang

Kepal

gi dengan aslinya

[kasi dan Informasi Publik,

RYATMAN

MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAI{A
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR



LAIIPIRAJT In
PERATI'RAI{ MENTERI PEI{DAYAGI' AAN APARATT'R NEGARA
DAN REFORMASI BIROARASI REPT'BLIK INDCNESIA

T{OMOR 4 TAIIIIiT 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIOI{AL POLISI PAIIIONG PRA.'A
DAN ANGRA KRTDITNYA

JI'rtrLIIII A.ITGKA IIRTDIT KI'IIULITTIF PALING RTI{DAI| T'IITUK PEITGANGKATAIT DAN KEtrAIKAIT JABATAIT/PANCXAT
POL PP TII{GI(AT TERAilPIL DENGAX PEIIDIDIIqN ALTA

uai dengan aslinya
MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
zuAN PANRB

ikasi dan Informasi Publik,
ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO TINST'R PERSENTASE

JENJAT{G JABATAIT / GOT,OTGAN RUANG/AI{GIIA ITREDIT

PELAI$ANA
PEIfiTILA

PELAITSANA PELAI(SAI{A I"AIIJT'TAI{ PENYELIA

IIla rrlb III c WA IIII a mlb IIII c fiUa
I. UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 25 25 25 25 25 25 25 25
2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

Penyelenggaraan Ketertiban
c. Umum dan Ketentraman

Masyarakat

d. Pengembangan Profesi

> 800h T2 28 44 60 100 L40 220

II UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pol PP < 2O o/o 0 3 7 1t 15 25 35 55

JUMLAH 100% 25 40 60 80 100 150 200 300

RYATMAN



LAMPIRAN TV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAII REFORMASI BIROI(RASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTAI{G JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PR.A"IA
DAil AT{GI(A I(REDITNYA

Jt ULAH AIIGKA XREDIT KIruur,A-TIF PALII{G RENDAII IrIffIrK PENGAI{GKATAN DAN KEIIAIKAN JAAATA.II/PANCI(AT
PiOL PP TINGKAT TERAIIPIL DET{GA.II PEITDIDIKA.IT DIPLOIIA II {DT4

i dengan aslinya
PANRB

ikasi dan Informasi Publik,

MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI.A,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO T'NSI'R PERSENTASE

JENJAI{G JABATAN/ GOLONGAI{ RUN{G/AI{GKA KREDIT

PELAI(SAIVA PELAKSATTA LAT{JITTAI{ PEI{TELIA

frlb III c wd ItIl a m/b IIU c m/d
I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 40 40 40 40 40 40 40

2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

Penyelenggaraan Ke tertiban
c. Umum dan Ketentra:rran

Masyarakat

d. Pengembang€rn Profesi

> BOo/o 0 t6 32 48 88 t2B 208

II UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pol PP < 20 o/o o 4 8 L2 22 32 52

JUMLAH rco% 40 60 80 100 150 200 300

KepaIa

RYATMAN



Kepala

LAMPIRAIiI V
PERATT'RAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATT'R NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPT'BLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHI'N 2014
TEI{TANG JABATAN FT'NGSIOIYA'L POUSI PA"MONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITI{YA

JLULAH ANGKA KREDIT KTIUULATIT PALMG BEltDArr ttrfTt K pEMArtcKATAr{ DAlr xtNArxAlt JABATAIT/PANGKAT
P'OL PP TIITGKAT TERA!,IPIL DENGAN PEITDIDIKAI{ DIPLOUA III (DIIII

uai dengan aslinya
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAT{A

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.
AN PANRB
ikasi dan Informasi Publik,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO ttNsttR PERSENTASE

JENJAI{G JABATATY/ GOLONGAT{ RUANG/ AI{GI{A I(RTD IT

PELN(SAI{AT{ PELN(SAIVA LAI{JuTAil PEITYELIA

II/ c WA IIII a nub IIU c TITI d
I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 60 60 60 60 60 60
2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

r_ Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

d. Pengembangan Profesi

> 80% 0 16 32 72 LL2 192

II UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pol PP <20Vo 0 4 8 18 28 48

JUMI.A,H LOOo/o 60 80 100 150 200 300

RYATMAN



LIUIPIRAN VI
PERA?I'RAN MENTERI PET{DAYAGUI{AAN APARATITR I{EGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
I{OMOR 4 TAIIT'N 2014
TEIITAITG JABATAN FUIIGSIOIIAL POLISI PAIIONG PRA.'A
DAT{ ANGKA KREDITNYA

Jn!4L'AH AXGI{A nREDrr xrrut LrrrF PAUI{G REr{DArr IntruK PENGANGXATAN DArt KEMTKAII.IABATA.II/PANGKAT
POL PP TII{GNAT AIILI DEr{GAII pEltDIDIrAil SAR.'AXA lsrl

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO t NsnR PERSENTASE
JENJAr{G JABATAIV/ GOLONGAI{ RUANG/ AIYGI{A I(REDIT

PERTAMA MT'DA MAI}YA
lltl^ rrr/b III/c Iu/a IlIla ry/t tll lc

I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100
2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

c. Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat

d. Pengembangan Profesi

>- BOo/o 0 40 BO 160 240 360 480

II UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pol PP < 20 o/o 0 10 20 40 60 90 L20

JUMLAH LOOo/" 100 150 200 300 400 550 700

suai dengan aslinya

ikasi dan Informasi publik,



Kepala

LAMPIRAIT VU
PERATURAI{ MDIITERI PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAItUt{ 2014
TEI{TAI{G JABATAI{ FUNGSIONAL POLISI PAIIOI{G PRAJA
o*{GKAXREDTTNYA

JIrMLarr ANGKA ITREDIT Kurfirr,ATIF 
" "*d 

*tooo" ultrrrx pEIircaNcKATAN DA.!y KE'{ATKAN JABATAN/'ANG*AT
POL PP TIIIGI(AT AHLI DENGAI{ PE!{DIITIKAN MAGTSTER ls2l

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO TTNSI'R PERSENTASE
JENJAI{G JABATAIT / GOT.ONGAI{ RUAI{G / A}rcr(A r{REDTT

PERTAMA MTIDA MADYA
fitft tIU c rnl it Illla nrlb TlIlc

I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 150 150 150 150 150 150

2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

r_ PenyelenggaraanKetertibanUmum
dan Ketentraman Masyarakat

d. Pengembangan Profesi

> BOVI 40 r20 200 320 +40

II UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pol PP < 20 o/o 0 10 30 50 80 110

JUMLAH IOOVI 150 200 300 400 550 700

dengan aslinya

si dan Informasi Publik,



Kepala

L,IIMPIRAN VNI
PERATT'RAX MENTERI PDNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAST REPUBLIK INDONESIA
ITOMOR 4 TAIII'N 2014
TENTAI{C JABATAN FUI{GSIOT{AL POLISI PAMONG PRA"TA
DAN AITGKA XREI'ITITYA

.'I'MI,AH ANGKA XREDIT KT'UI'LATTF PALIIIG RENDAII T'IITIIX PEI{GANGKATAN DAI{ NTNAIKAI{ JABATAN/PANGKAT
PIOL PP TTI{GI(AT AIILI DEIYGAN PEITDIDIITAN DOKTOR (SIII

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

NO UNST'R

JENJAI| G JABATAIT / GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT
PERSENTASE MT'DA MADYA

IIU c m/d IV/a rvlb IV/c
I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200

2. Pendidikan dan Pelatihan

b. Penegakan Perda

. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masvarakat

d. Pengembangan Profesi

> 80% 80 160 280 400

II. UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pol PP < 20 o/o 0 20 40 70 100

JUMLAH loooh 200 300 400 550 700

s"s
2
tJ\,2
\"1

i dan Informasi Publik,



L,ltuPIRAl{ tx
PERATI'RAI{ UEIVTERI PEIIDAYAGT'ITAAN APARATT'R ITEGARA
DITN REFORMASI BIROKRASI REPI'BLIK INDONESIA
rroMoR 4 TArntt{ 2014
TEITTANG JABATAN FUNGSIONAL POLIST PAMONC PRAJA
DAN ANGKA I{REDITNYA

AIGrA rREDrr KnfltLATIF I'I|IUK PENyESU/UAX (IIWeSSItlcl
DAIAM JABATAN FI'NGSIONAL POL PP TINGKAT TER.A.MPIL

NO. GOLONGAN
RUAIVG

STTB/IJAZAII ATAU YAI{G
SETffGI(AT

AI{GKA I{REDIT DAr{ IIIASA I(EPAI{GKATAIT

KT'RAITG 1 TAHTIN 1 TAIIT'il 2 TAIIT'N 3 TAIITIN 4 TAHT'N/
LEBIH

1 2 3 4 5 6 7 8
I llla SLTA/D.r 25 29 34 38 39

2 rrlb SLTA/D.r 40 43 47 52 57
DII 40 44 48 53 58

3 IIlc
SLTA/D.r 60 63 68 73 77

DII 60 64 69 74 78
SARJANA MUDA/D III 60 65 70 75 79

4 Ir/d
SLTA/D.r 80 83 87 92 97

DII 80 84 88 93 98
SARJANA MUDA/D III 80 85 89 94 99

5 IIIIa
sLTA/D.r 100 110 L2r 132 144

DII 100 111 r22 133 145
SAR.IANA MUDA/D III 100 tL2 123 134 t46

6 Irr/b
SLTA/D.r 150 161 t72 183 195

DII 150 162 r73 184 196
SAR-IANA MUDA lD TII 150 163 174 185 t97

7 Irrlc
SLTA/D.r 200 221 244 268 290

DII 200 222 245 269 29r
SAR.IANA MUDA/D III 200 223 246 270 292

8 rrrld SLTA/D.I/ DII/SARJANA MUDA /D
III 300 '300I 300 300 300

ai dengan aslinya
AN PANRB
ikasi dan Informasi Publik,

RYATi\{AN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR



LAIIPIRAil X
PERATI'RAN MENTERI PEI{DAYAGUNAAN APARATI'R NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI RTPTTBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 20 14
TENTANG JABATAN FUNCSIONA! POUSI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITIfYA

ANGKA KRTDIT KqUrrL/r,TrF LNTUK PElrrESUArAr{ (tnPASStJVGl
DAI,AI,I TIABATAI{ FT'NGSIONAL POL PP TINGKAT AHLI

NO. GOLONGAN RUANG
cr.Ftrrt lf laa, ltt arlrAt? rtalta! ANGI(A I(REDIT DAN MASA I(EPAI{GI(ATAT{
Nrr rrry LrtarpaLLl t':lr.lrv r.lrt\r

SETINGKAT
KT'RANG
1 TATIUN

1 TATIUN 2 TAHUN 3 TATIT'N
4 TATILN /

LEBIH

1 III/a SARJANA / D N 100 TL2 124 136 148

2 rrrlb SARJANA / D IV 150 162 174 186 197
MAGTSTER (S2) 150 166 t77 188 199

3 llr/c
SARJANA / D TV 200 225 247 271 294
MAGTSTER (S2) 200 226 249 273 296
DOKTOR (S3) 200 227 251 275 298

4 irr/d
SARJANA / D TV 300 325 345 368 391
MAGTSTER (S2) 300 326 347 370 393
DOKTOR (S3) 300 327 351 372 39s

5 rY la
SARJANA / D TV 400 437 468 502 536
MAGTSTER (S2) 400 438 47r s03 539
DOKTOR {S3I 400 440 474 505 542

6 rv/b
SAR-IANA / D TV 5s0 587 618 652 686
MAGTSTER (S2) 550 588 62r 655 689
DOKTOR (S3I s50 590 624 658 692

7 IY lc
SARJANA / D TV 700 737 768 702 736
Iv|AGISTER (S2) 700 738 771 705 739
DOKTOR (S3) 700 740 774 798 742

suai dengan aslinya

ikasi dan Informasi Publik,

RYATMAN

Kepa

\

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKMSI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR


